UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
{Preambule) -

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengartarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdauiat, adil
dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darzh Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmai kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB [
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Repubiik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. ***) '

{3} Negara Indonesia adalah negara hukum_ ***)

BAB 1l
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu
Kota Negara.

- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak. :




Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan
undang-undang

BAB IXA™)
WILAYAH NEGARA
Pasal 25**+*)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara keputauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
undang.** )

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

{2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.** )

{3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukurn dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak afas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara herhak dan wajib ikut serta dalam upaya pefnbe!aan negara.***)
Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA*)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A

Setiap orang berhak uniuk hidup seria berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.™ }

Pasal28 B

(1} Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjuitkan keturunan melaiui
perkawinan yang sah.** )

(2} Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )
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Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari imu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.** )

{2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 26D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum_**)

{2) Setiap orang berhak uniuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan fayak dalam hubungan ketja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan_**}

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.* )

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
termnpat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*™ )

{2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan prklran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**}

{3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.™)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosiainya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segaila jenis saluran yang tersedia.** )

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan haria benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
petlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.*")

{2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dart negara lain.** )
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Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan fingkungan hidup yang baik dan sehat seria berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan pertakuan khusus untuk memparoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** }

(3) Setiap orang berhak atas Jamman sosial yang memungkinkan pengembangan dmnya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

{4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 281

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

_adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
ifiu.**)

(3) ldentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.**)

{4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah,** )

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajic menghormati hak asasi manusia orang iain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.* )}

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
uniuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** )
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KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

~Bab | Ketentuan Umum
Bab il Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang
Bab {l§ Dasar Peradilan
Bab iV Penyidik dan Penuniut Umum Baglan Kesatu : Penyelldik dan Penyldik
Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Baglan Kedua : Penyldik Pembaniu
Bab IV Panyidik dan Penuntut Umum Baglan Ketiga : Penuntut Umum
Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,
Penyltzan Dan Pemerlkeaan Surat Baglan Kesatu :Penangkapan
Bab V Panangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,
Penyltaan Dan Pemerlksaan Surat Baglan Kedua : Penahanan
Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,
Panyltagn Dan Pemerlkeaan Surat Baglan Ketige : Panggeledahan
Bab V Panangkapan, Panahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,
Penyltaan Dan Pemerlkaaan Surat Baglan Keempat : Penyitaan
Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeladahan Badan, Pemasukan Rumah,
Penyltaan Dan Pemerlkaaan Surat Baglan Kellme : Pemerkeaan Surat
Bab VI Tersangka dan Terdakwa
Bab Vi Bantuan Hukum
Bab Vil Berlta Acarg
Bab IX Sumpah atau Janjl
Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagien Kesatu : Praparadiian
Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Baglan Kadua : Pengadlian Negert
Bab X Wewasnang Pangadilan Untuk Mengadili Baglan Ketiga : Pengadllan Tinggl
Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Baglan Keampat : Mahkamah Agung
Bab X| Koneksltas
Bab Xii Gantl Keruglan dan Rehabllitas| Baglan Kesatu : Gantl Kerugian
Bab Xl Gan{l Keruglan dan Rehabllitas| Baglan Kedua : Rehablltasi
Hab XH| Penggabungan Perkara Gugatan Gantl Keruglan
Bab XIV Penyldiken Baglan Kesatu : Penyelidikan
Bab XIV Penyldlkan Baglan Kedua : Penyldikan
Bab XV Penuntutan
Bab XVIi Pemerlksaan di Skiang Pengadilan Baglan Kesalu ; Panggllan dan Dakwaan
Bab XVI Pemerlkeaan di Sldang Pengadlian 8aglan Kedua : Memutus Sengketa
Mengenal  Wewsnang Mengadlil
Bab XVI Pemerlksaan dl Skdang Pengadilan Baglan Ketiga | Acara Pemeriksaan Biasa
Bab XV Pemeriksaan dl Sidang Pengadiian Baglan Keempa! : Pembukiian dan Putusan
Datamn Acara Pemerlkeaan Blasa
Bab XVI Pemerlksaan dl Sidang Pengadilan Baglan Kelima : Acara Pemeriksaan Blasa
Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Baglan Keenam : Acara Pameriksaan Cepat
Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Bagian Ketujuh : Pelbagai Ketentuan
Bab XVil Upaya Hukum Bagian Kesafu : Pemerlksaan Tingkat Banding
Bab XVIl Upaya Hukum Bagian Kedua : Pemeriksaan Untuk Kasasi

Bab XVIll Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Demi Kapentingan Hukum

Bab XVIIl Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua : Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan
Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap

Bab XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Bab XX Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanzan Putusan Pengadilan

Bab XX| Ketentuan Peratihan

Bab XX Ketentuan Penutup

BASI
KETENTUAN UMLUIN
Pagel
Yang dimaksud dalam undang-undang inl dengan:

iPenyidik adatah pejabat pollsl negara Republlk lndonesia atau pejabet pagawal
regeri sipH tertantu yang diberl wewenang khusus olsh undang-undang untuk
melakukan panyidikan.

2,Penyidikan adalah serangkalan tindakan penyldlk dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang inl untuk mencarl serta mengumpulkan bukt! yang dengan
bukti ltu membuat terang tantang indak pldana yang terjad! dan guna menemukan
tersangkanya, :

3.Penyldik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik indonesfa yang karena
dibarl wewanang tertantu dapat melakukan tugas penyldikan yang diatur dalam
undang-undang inl.

4.Panyelidik adalah pejabet polisl negara Repubtk indonesla yang diberf wewenang
olah undang-undang Ini untuk melakukan penyslidikan,

& Panyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidlk untuk mencari dan menemukan
suatu paristiwa yang diduga sebagal tindak pldana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Inl,

8.4, Jaksa adalah pelabat yang dibarl wewenang ¢leh undang-undang inf untuk
bertindak sebagal panuntut umum sarta melaksanakan putusan pengadiian yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

b.Panuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang inl untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,

7.Panuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk metimpahkan perkara pidana ke
pengaditan negert yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang Ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di
sidang pengadilan, .




8.Hakim adalah pejabat peraditan negara yang diberl wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili.

Q.Mengadlll adalah serangkalan tindakan hakim uniuk mensrima, memeriksa, dan
memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang
pengadiian dalam hat dan menurut cara yang diatur dalam undang-undarg ini,

10.Praperadifan adalah wawanang pengadilan negert untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur dalam undang-undang [nl, tentang:

a.9ah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas psmintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak (ain atas kuasa tersangka;

b.sah alau tidaknya penghentian penyldiken atau penghentlan penuntuten atas
parmintaan deml tegaknya hukum dan keadllan;

c.permintaan gantl kerugian atau rehabllitas! oleh tersangka atau keluarganya atau
plhak taln atas kuasanya yang perkaranya ticak diajukan ke pengadilan.

11.Putusan pengadilan adalah permyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pangadilan terbuka, vang dapat berupa pemidanaan atay bebas atau lapas dan segala
tuntutan hukum dalam het serta menurut cara yang dlatur dalam undang-undang inl.

12.Upaya hukum adalah hak terdakwa atay penuntut umum untuk tidak menerlma
putusan pengadiian yang berupa perlawanan aiay banding atau kasasl atau hak
{erpldane untuk mengajuken permohonan peninjauan kembail dalam hat serta menurut
cara yang glatur dalam undang-undang Inl.

13.Penaslhat hukum adalah secrang yang memenuhl syarat yang ditantukan oleh atau
berdasarkan undang-undang untuk memberl bantuan hukum.

4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannys alau keadaannya
berdasarken buktl permutaan patut ¢lduga sebagai pelaku tindak pldana,

16, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan dladli di sldang
pangadiian,

18.Panyltaan adalah serangkalan tindakan penyidik untuk mangambil allh dan atau
menyimpan di bawah panguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud
atau fidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyldikan, penuntutan dan
peradilan,

_17. Panggeledahan rumah adalah tindakan penyidlk untuk memasuki sumah tempat
tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemerlksaan dan alau
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undeng-undang.

18.Panggeledahan badan adatah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan
badan dan atau pakalan tersangka urduk mencarl benda yang diduga keras ada pada
badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

19.Tertangkap tangan adalah tertangkapnya secrang pada waktu sedang melakukan
tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saaf tindak pidana itu dilakukan,
atay sesaat kemudian diserukan cleh khalayak ramai sebagai orang yang

melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga
keras telah dipergunakan uniuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa
Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan findak pidana itu.

20, Penangkapan adalah suatu tindakan penyldik berupa pengekangan semeniara
wakiu kebebasan teraangka atau terdakwa apabila terdapat cukup buktl guna
kapentingan penyldlkan atau penuntutan dan atau peraditan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang i,

21.Penahanan adalah penempatan tersangka atau lerdakwa di fempat tertentu oleh
panyidik atau panurdut umum atau hakim dengan penelapannya, dalam hal serta
manurut cara yang dlalur dafam undang-undang Inl. .

22.Gantl keruglan adalah hak seoranyg untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya
vang barupa Imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituniut ataupun dladii
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karenea kekellruan mengenal
arangnya atau hukum yang diterapkan manurut cara yang dlatur dalem undang-undang
Ink,

23,Rehabilitas! adatah hak secrang urtuk mendapat pemullhan hanya dalam
kamampuan, kedudukan dan harkat serta mariabatnya yang éiberikan pada tingkat
penyldikan, penuniutan atau peradiian karena ditangkap, difahan, dituntut ataupun
diadill tanpa alasan yang herdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenat erangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang inl.

24 Laporan sdalah pemberltahuan yang disampalkan oleh seorang karena hak atau
kewaliban bardasarkan undang-undang kepada pelabet yang berwenang tentang tetah
atau sedang atau diduga aken terjadinya peristiwa pidana.

28,Pengaduan adalah pemberitahuan diserial parmintaan cleh plhak yang
barkepantingan kepade pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
searang yang telah melakukan Yindak pldana aduan yang meruglkannya.

28,8aks| adalah orang yang dapat memberlkan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan fentang suatu perkara pidana yang |a dengar
sendlrl, |a lihat sandirl dan ia alaml sendir.

27 Keterangan gaks| adafah salah saty alat bukti dalam perkara pklana yang berupa
keterangan darl saksi mengenal suatu perlstiva pidane yang fa dengar sendlr, Ia lihat
sandirl dan Ia alami sendirl dengan menyebut alasan dan pengetahuannya Itu.

28, Keterangan ahll adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memilkl
keahllan khusus tentang hal yang diperukan untuk membuat terang suatu perkera
pldana guna kepentingan pemeriksaan.

29. Keterangan anak adalah keterangan vang diberikan oleh seorang anak tentang hal
yang diperlukan untuk membuat ferang suatu perkara pldana guna kepentingan
pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang inl.




30.Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu

atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terfibat dalam suatu proses pidana
sebagaimana diatur dafam undang-undang inl.

31.8atu harl adalah dua puluh empat jam dan salu bulan adalah waktu tiga pulub hari.

32.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadiian yang
tetah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BABH
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 2

Undang-undang inl berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan datam lingkungan
peradiian umum pada semue tingkat peradiian,

BAB I
DASAR PERADILAN
Pasal 3

Paradilan dilakukan manurut cara yang diatur dalam undang-undang inl.

BAB IV
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Baglan Kesatu
Penyelldik dan Penyldlk

Pasal 4
Penyelldik adalah sefiap pejabat pollsl negara Republlk Indonesia,
Pasal 5

{1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewalibannya mempunyai wewenang :

1. menearima laporan atau pengaduan darl secrang tentang atdanya tindak
pidang;

2. mencarl keterangan dan barang bukt;

3. menyuruh barhentl secrang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal di;

4. mangadakan tindakan laln menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. ates perintah penyidlk dapat melakuken tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan
penyltagn;

2. pemarikeaan dan penyitaan surat;

3. mangambli sidik Jarl dan memotret seorang;

4, mambawa dan menghadapkan secrang pada penyldik,

(2) Penyelidlk membuat dan menyampalkan laporan hasll pelaksanaan tindakan sebagalmana
tarsebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyldik.

Pasal 8
{1) Penyldik adatah:

8. pejabat polisi negara Republlk indonesia;
B gejabat pegawal negerl sipi tertentu yang diber] wewenang khusus oleh undang-
lndang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur leblh lanjut
dedam peraturan pemerintah,

Pasal 7

(1) Penyldik sebagalimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajlbannya
mempunyal wewanang :

& menerima faporan atau pangaduan dari seorang tentang adanys tindak pldana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat dl tempat kejadian;

¢ menyuruh berhent| secrang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
d. melakukar; pehangkapan, penahanan, panggeledahan dan penyltaan;

8. melakukan parmerlksaan dan panyltaan surat;

1. mengambil sldlk Jeri dan memotret seorang;

g. memanggll orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksl;

h. mendatangkan orang ahll yang diperiukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara; .

i. mengadakan penghentian penyidikan,

- mengadakan tindakan laln menurut hukum yang bertanggung jawab,

(2) Penyidlk sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 ayat (1) huruf b mampunyal wewenang
sesual dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan datam




pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan fugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik
wajlb manjunjung tinggt hukum yang berlaku.

Pasal 8

{1) Penyidlk membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 dongan tidak mengurangi ketenfuan lain dalam undang-undang inl.

{2) Penyldik rhenyerahkan berkas perkara kepada penuntut umusm,
{3) Penyarahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diiakukan:
&. pada tahap partama penyldik hanya menysrahkan berkas parkara;
b, delam hal penyldikan sudah dlanggap sslesal, penyldik menyerahkan tanggung
Jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.,
Pasal 8
Penyelldik dan penvldik sebagalmana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf a mempunyal
wewenang melakukan {ugas masing-masing pada umumnya dl seluruh wilayah Indonesle,

khususnya di dasrah hukum masing-masing dl mana la dlangkat sesual dengan kelentuan
undang-undang.

BAB IV
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kedua
Penyldik Pembantu

Pasal 10

(1 Pényidlk pembantu adalah pejabat kepolislan negara Republik Indonesia yang dlangkat

oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat

(2) pasal inl.

(2} Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

Pasat 11

Penyldik pembantu mempunyal wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali
mengenal penahanan yang wajib diberikan dengan pellmpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12
Penyldik pambantu membuat berita acara dan menyarahkan berkas perkara kepada penyidlk,

kecuali perkara dengan acara pameriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada
panuniut umum.

BAB IV
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Ketlga
Peonuntut Umum

Pasal 13

Penuntut umum adalah Jaksa yang diber] wewenang oleh undangundang inf untuk metakukan
panuntutan dan melaksanakan penetagan hakim.

Pasal 14
Penuntut umum mempunyal wawenang:

a. menerima dan memariksa berkas perkara panyldikan derl penyldik atau panyidlk
pembanty;

b, mengadaken pra panuntulan apabila ada kekurangan pada penyldlikan dengan
mempsrhatlkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4}, dengan memberl petunjuk
daiam rangka penyempurnaan penyldikan dari penyidlk;

¢ memberlkan parpanjangan psnahanan, melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dlimpahkan oleh
penyldik;

d. membuat surat dakwsaan;

&, mallmpahkan perkara ke pengadilan;

f. menyampalkan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan wakiu
perkara disldangkan vang disertal surat panggitan, balk kepada terdakwa maupun
kepada saksi, untuk datang pada sldang yang tefeh ditentukan;

g. melakukan penuntutan;

h. menutup perkara demi kepentingan hukum;




i. mengadakan tindakan lain dafam tingkup tugas dan tanggung fawab sebagal penuntut
umurn menurut ketentuan undang-undang inf;

). melaksanakan penetapan hakim.
Pagal 156

Penuntut umum menuniut.perkara {indak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut
ketentuan undang-undang.

BAB YV

PENANGKARAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Haglan Kesatu
Penangkapan

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, panyelidik atas perintah panyldik berwenang melakukan
penangkapan. .

{2) Untuk kepentingan penyldikan, panyldik dan penyidik pambantu barwenang melakukan
penangkapan.

Pasal 17

Perintah panangkapan dllakukan terhadap secrang yang diduga keras melakukan findak
pidana berdasarkan buktl parmulaan yang cukup.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republlk
Indonesla dengan memperlihatkan surat tugas serts memberikan kepadea tersangka surat
perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangke dan menyebutkan alasan
penangkapan serta uralan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat la
diperiksa,

{2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan
ketentuan bahwa panangkap harus segers menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang
ada kepada penyidik atau penyidik peinbaniy yang terdekat.

{3) Tembusan surat perintah panangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 18

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 17, dapat dilakukan untuk paling lama
satu hart.

{2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuall dalam hat ia
telah dipanggil secara sah dua kali barturut-turut tidak memenuhi pangglian itu tanpa alasan
yang sah. |

BAB YV

PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH. PENYITAAN DAN
PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Kedua
Panahanan

Pasal 20

(1) Untuk kepantingan penyldikan, penyldik atau penyldlk pembanty atas parintah panyidlk
sebagaimana dimakeud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan,

{2) Untuk kepantingan penuntutan, panuniut umum berwenang melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan.

(3) Uniuk kepentingan pemerikeaan hakim di sidang pengaditan dengan penetapannya
berwanang melakukan penahanan.

Pasal 21

{1) Perintah penahanan atau penatanan lanjutan dilakukan terhadep secrang tersangka atau
terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pldana berdasarkan bukti yang cukup, dalam
hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatlran bahwa tersangka atau terdakwa akan
melarlkan dirl, merusak atau menghilangkan barang bukt! dan atau mengulangl tindak pldana.

(2) Panahanan atau penahanan lanjutan dilekukan olah panyidlk atau panuntut umum terhadap

tersangka atau {erdakwa dengan memberikan surat perintah panahanan atau penetapan hakim

yang mencantumken (dentitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan

gertﬁ uralan singkat perkara keJahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat la
itahan,

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

{4)Panahanan terssbut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang
melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak
pldana tersebut dalam hal:

atindak pidana itu diancam dengan pidana panjara lima tahun atau lebity;




b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 206, Pasal
335 ayat {1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 363 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pagal 379 a,
Pasal 453, Pasat 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 505 Kitab Undang-
undang Hukum Pldana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordennantle (pelanggaran
terhadap ordonansi Bea dan Cukal, terakhir diubah dengan Staatsbiad Tahun 1931
Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana imigrasi
{Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1965, Lembaran Negara Tahun 1856 Nomor 8),
Pasal 38 ayat (7), Pasal 41, Pagal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang
Nomar 8 Tahun 1978 tentang Narkotika {Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37,
Tambéhan Lembaran Negara Nomor 3088).

Pasal 22

(1) Jenls penahanan dapat berupa:

a.panahanan rumah tahanan negara;

h.penahanan rumah;

c.penahanan kotg,
(2) Penahanan rurmah dilakzanakan di rumah tempat tinggal atey rumah kediaman {ersengka
atay terdakwa dengan mangadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala
sesuatu yang dapat menimbutkan kesulitan dalam panyidikan, penuntutan atau permerlksaan d
sidang pengadilan. ‘
{3) Penahanan kola dilaksanakan dl kota tempat finggal atau tempat kedlamat tersangka atau
:erdak\::, dengan kewalban bagl tersangka atau terdakwa mealapar din pada waktu yang

itertukan,

{4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pldana yang
dijatuhkan,

{B) Untuk panahanan kota pengurangan {eraebut seperiima darjumlah [amanya wakiu
peniahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu
penahanan.

Pasal 23

(1} Penyldik atau penuntut umum atau hakim berwanang uniuk mengallhkan jenls penaharan
yang satu kepada Janis penahanan yang |ain sebagaimana dimaksud dafam Pasal 22,

(2} Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendirl dengan surat perintah darl

penyldik atau penuntut umum atau penatapan hakim yang tembusannya diberikan kepada

tarsangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepads Instansl yang benkepentingan.
Pasal 24

. (1} Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
hanya berlaku paling lama dua puluh hari. ‘

{2) Jangka walkiy sebagaimana tersabut pada ayai (1) apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang
uniuk paling lama empat puluh hari.

{3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat {2) tidak menutup kemungkinan
dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhlr waktu penahanan tersebut, [ika
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuil.

(4) Setetah waktu enam puluh hari tersebut, penyldik harus sudah mengeluarkan tersangka
dan tahanan dami hukurn.

Pasal 26

{1) Penintah penahanan yang dibenlkan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, hanya bertaky paling lama dua pulub harl,

(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabiia diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesel, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri vang
harwenang untuk pating lama tlga _puluh harl.

(3) Ketentuan sebagaimana tereebut pada ayat (1) dan ayat (2} lidak menutup kemungklinan
dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tarsebut, jlka
kepariingan pemeriksaan sudah terpanuhl,

(4) Setelah wakiu iima puluh harl tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan
tersangka darl tahanan deml hukum.

Pagai 28

(1) Makim pengadilan neger yang mengadlil perkara sebagaimana dimeksud dalam Pasal 84,
guna kepantingan pemerlksaan berwanang mengeluarkan surat parintah panahanan uniuk
paling lama tiga puluh har. :

(2) Jangka wakiu sebagalmana tersebut pada ayat {1) apabila diperiukan guna kepentingan
pemerlksaan yang beium selesal, dapat diperpanjang oleh ketua pangadilan negeri yang
barsangkutan untuk pating lama enam puluh harl,

(3) Ketentuan sebagaimana terssbut pada ayet (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan
dikeluarkannya terdakwa darl tahanan sebslum berakhir waktu penahanan tersebut, jika
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhl,

(4) Setelah waktu sembllan puluh har walaupun perkara tersebit belum diputus, terdakwa
harus sudah dikeluarkan dan tahanan deml hukum.

Pasal 27
(1) Hakim pengadilan tinggi vang mengadll perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87,

guna kepentingan pemerlksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penakanan
untuk paling lama tiga puluh hari.




{2) Jangka wakiu sebagaimatia tersebut pada ayat (1) apabita diperiukan guna kepantingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua peiigaditan tinggi yang
bersangkutan untuk paling fama enam puluh harl.

{3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) idak menutup kemungkinan
dikeluarkannya terdakwa can tahanan sebelum barakhir wekiu penahanan tersebui jika
kepeniingan pemerlksaan sudah terpenuhi,

{4} Setelah waktu semblian puluh harl walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa
harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Pasal 28

(1) Hakim Mahkamah Agung yang mangadill perkera sebagalmana dimaksud dalam Pasal 88,
guna kepenilngan pemeriksaan kasasl berwanang mangaluarkan surat perintah penahanan
untuk paling lama lima puiuh hari.

{2) Jangka waktu sebagalmana tersebut pada ayat (1) apabila diperiukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum sefessl, dapat diperpanfang cieh Ketua Mahkamah Agung uniuk
paling fama enam puluh harl.

(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2} fidak menutup kemungkinan
diketuarkannya terdakwa darl tahanan sebelum berakhir wakiu penahanan tersebut, |lka
kepentingan pemarlksaan sudah ferpenuhl,

(4) Setetah waktu seratus seputuh harl wataupun perkara tersebut belum dipuius, terdakwa
harus sudah dikeluarkan dan tahanan deml hukum.

Pagai 29
(1) Dikecuallkan dan Jangka wakiu penahanan sebagahnana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25,
Pasal 28, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemerlksaan, panahanan terhadap
tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang palut dan tidak dapat
dihindarkan karena:

a. tarsangka aiay terdakwa mendearita gangguan fisik atau mental yang berat, yang
dlbuktikan dengan surat ketsrangan dokter, atau

b. perkara yang sedang diperlksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau
- lebin.

(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh harl dan dalam
hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang tagi untuk paling lama tiga puluh
hari,

{3) Perpanjangan penahanan lersebut 4tas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam
tingkat:

a. penyldikan dan penuntutan diberikan ofeh ketua pengadilan negeri;

b. pemeriksaan di pangaditan negeri diberikan oleh ketua pengaditan tingg§;
c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
d. pemeriksaan kasas! diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(4)Pengguﬁaan kewenangan parpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3)
dilakukean sacara bertahap dan dengan penuh tauggung Jawals.

(5)Kelentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidek menutup kemungkinan dikeluarkannya
tersangka atau terdakwa darl ishanan sebelum barakhir waktu penahanan tersebut, [ika
kapentingan pemerlksaan sudah dlpenuhl. :

(8)Setelah wakiu anam puluh hari, wataupun perkara tersebut belum selesal diperiksa atau
belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah diketuarkan dari tahanan demi hukum.

{7)Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat
mengalukan kebaratan dafam {ingkat:

a.penyldikan dan panuntuian kepada ketua pengaditan tinggh

Kpameriksaan pengadilan neger dan pemeriksaan banding kepada Keiua Mahkamah
gung.

Pasal 30
Apablla tenggang wakiu panahanan sgbagalmana fersebuf pada Pasal 24, Pasal 25, Paaal 28,
Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 28
ternyata tidak sah, tersangka afau terdakwe berhak minta gantl kerugian sesus! dengan
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal $8 dan Pagal 86,

Pasal 51
(1) Atas permintaan tersangks atau terdakwa, penyldlk etau psnunitut umum atau hakim,
sesusi dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadekan panangguhan penahanan
dengan atau tanpa jaminan uang atau |eminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
(2) Karena jabatannya penyldik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat

mencabut penangguhan panahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat
gebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

BAB YV

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Baglan Ketiga




Penggeladahan
Pasal 32

Untuk Kepentingan penyidikan, panyldik dapat melakukan penggeledahan rumah atau
penggetedahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang diteniukan dalam
undang-undang inl.

Pagal 33

{1} Dengan surat izin ketua pengadilan negari setempat penyidik dalarn melakukan penyidikan
dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperiukan,

{2) Dalam hal yang diperiukan atag parintah terfulls dart penyldik, petugas kepolisian negara
Republlk indonesia dapat mamasukl rumah,

(3) Setlap kall memasuki rumah harus disakslkan oleh dua orang saks| dalam hal tersangka
atau penghunl menyetujuinye.

{4) Setlap kall memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan
dengan dua orang saksl, dalam hat tersangka atau penghunl menolak atay tidak hadir.

(8) Dalam waktu dua hari selelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suaty
berlta acara detl turunannya disampalkan kepada pemiilk atau penghuni rumah yang
bersangkutan.

Pasgal 34

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyldik harus segera
bertindak dan tidek mungkin untuk mendapatken surat izln terlebih dahuly, dengan tidak
mengurangl ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyldlk dapat melakukan penggeledahan:

4. pada halaman rumah tersangka berempat Unggal, berdlam atau ada dari yang ada
dl atasnya;

b. pada setiep tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

¢. dl tempat tindak pidana dilakukan alau terdapat bekasnya; dl tempat penginapan dan
tempat umum lalnnya

{2) Dalam hal penyldlk melakukan penggetedahan sepertl dimaksud dalam ayat (1) penyidik
tidak diperkenankan memeariksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak
merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuall benda
yang berhubungan dengan tindik pidana yang bersangkutan ateu yang diduga telab
dipergunakan untuk melakukan lindak pidana tersebut dan untuk itu wajllb segera melaporkan
kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperaleh persetujuannya.

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

aruang di mana sedang bedangsung sidang Malells Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerahy;

b.tempat df mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
c.ruang di mana sedang berlangsung sidang pangaditan.
Pasal 38
Dalam hal panyldik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan
tidak mengurangl ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus
diketahui oleh ketua pengadian negeri dan didampingl clsh penyldik darl daerah hukum dl
mana penggeladahan itu dilakukan.
Pagal 37
(1)Pada waktu menangkap tersangka, penyelidlk hanya berwenang menggeledah pakaian
termasuk banda yang dibawanya sens, apabila ferdapat dugaan keras dengan alasan yang
cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat dislta.
(2)Pada wakty menangkap tersangka stau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dibawa kepada penyldlk, penyldik berwenang menggeletdah pakalan dan atau
menggeledah baden torsangke.

BAB V

PENANGKAPRAN, PENAHANAN, PENQGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Baglan Keompat
Penylitaan

Pasal 38

{1) Panyilaan hanya dapat dliakukan oleh penyidik dengan surat 12in ketua pengaditan nagerl
setempat.

{2) Delam keadaan yang sangai periu dan mendesak bllamana panyldik harus segera
berlindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat [zin terlablh dahuiu, tanpa mengurangi
ketentuan ayat (1) penyldik dapst melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk
[tu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negerl setempat guna memperoleh
persetujuanmya.

Pasal 39

{1)¥ang dapat dikenakan penyitaan adalah:




a.banda atau tagihan tersangka atau ferdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
diperaleh dan tindak pidana atau sebagal hasil dan tindak pidana;

b.banda i;ang telah dipergunakan secara langsung untuk metakukan tindak pidana atau
untuk mempaersiapkannya; ’

¢.banda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyldikan tindak pldang;
d.banda yang khusus dibuat atau dipsruntukkan melakukan tindak pldana;

@.banda lain yang mempunyal hubungan langsung dengan tindak pidana yang
ditakukan.

(2) Benda yang barada dalam sltaan karena perkara percdata atau karena pafit dapet juga
disita untuk kepentingan penyldikan, penuntuan dan mengadlli perkara pldana, sepanjang
memenihl ketentuan ayat (1),

Pasal 40

Dalam hal tertangkap tangan penyldik dapat manyita benda dan alat yang ternyats atau yang
patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pldana ateu benda lain yang dapat
dipakal sebagal barang buktl,

Pasal 41

Dalam hal teriangkap tangan penyidik berwanang menyita pakst atau suret atau benda yang
pangangkutavnya atau pengirimannya diiakukan olsh kantor pos dan telekomunikasl, Jawatan
atau parusahaan kemurikesi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau banda tersebut
diperuntukkan bag! tersangka alau yang berasal danpadanya dan untuk fu kepada tersangka
dan alau kepada psjabat kantor pos dan talekamunikasl, jawatan atau perusahaan kemunikasl
atau pengangkuian yang hersaugkutan, harus diberlkan surat tanda penenimaan.

Pasal 42

(1) Penyldlk barwenang memerintahkan kepada orang yang menguasal benda yang dapat
disita, menyerahkan banda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemerikeaan dan kepada
yang menyerahkarn benda ltu harus diberikan suret tanda penerimaan.

{2} Surat atau tullsan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyldik jka
surat atau tulisan ity berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau
kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jlkalau benda tersebut merupakah alat untuk
melakukan tindak pldana.

Pasal 43

Penyitaan surat atau tullsan laln dan mereka yang berkewallban menurut undang-undang
untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasla negara, hanya dapat dilakukan
atas parsetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeni setempat kecual
undang-undang menentukan tain.

Pasal 44
(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan henda sitaan negara.

(2) Penyimpanan benda sltaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab
atasnya ada pada pejabat yang berwanang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses
peradlian dan banda tersebut difarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasat 45

(1) Dalam hal benda sitaan terdirl atas benda yang dapat lekas rusak atau yang
membahayakan, sehingga Ydak mungkin untuk disimpan sampal putusan pengaditan terhadap
parkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan
banda terssbut akan menjadi terlalu tinggi, selauh mungklin dengan persetujuan tersangka atau
kuasanya dapat dismbl! tindakan sebagal berikut:

a.apablla perkara maslh ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut
dapat dijual lelang atau dapat dlamankan oleh penyldik atau penuntut umum, dengan
disakslkan oleh teraangka atau kuasanya;

b.apablla perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka banda {fersebut dapat
diamankan atau dljual yang oleh penuntut umum atas [zin hakim yang menyldangkan
perkaranya dan disakslikan oleh terdakwa alau kuasanya.

{2) Hasll pelelangan banda yang bersangkutan yang berupa uang dipakal sebagal barang bukt.

{3} Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin dislsihkan sebaglan kecll dan benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1},

{4} Banda sitaan yang beralfat ferarang atau dilarang untuk diedarkan, ildak termasuk
keteniuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi
kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 48

{1) Banda yang dikenakan panyliaan dikembalikan kepada orang aeu kepada mereka dan
slapa benda Kfu disita, atau kepada orang atau kepada merska yang paling berhak apabila:

a.kepentingan panyldikan dan penuntutan tidak memeriukan lagi;

b.parkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukil atau ternyata tidak
merupakan tindak pldana;

c.perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut
ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu dipercleh dan suatu tindak pidana atau
yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pldana.

{2} Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyltaan dikembalikan
kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tarsebut kecuali jika menurut
putusan hakim henda itu dirampas uniuk negara, eniuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan




sampai tidak dapat dipergunakan lagt atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal
barang bukti dalam perkara lain.

BABY

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Baglan Kellma
Pemeriksaan Surat

Pagal 47

(1) Penyldik berhak membuka, memerlksa dan manyiia surat laln yang dikirim melalut kantor
pos dan {elekomunikas, jawatan atau perusahaan komunikas! atau pengangkutan Jlka benda
tersabut dicurigal dengan alasan yang kuat mampunyal hubungen dengan perkara pldana
yang r?edang diperikes, dengan [zin khusus yang diberlkan untuk itu darl ketua pengadilan
negeri.

(2) Untuk kepentingan tersebut. penyldik dapat meminta kepada kepala kanter pos dan
telekomunikagl, kepala jawatan atau perusahaan komunikas! atau pengangkutarn laln untuk
menyarahken kepadanya surat yang dimaksud dan untuk tu harua diberikan surat tende
penerimaan,

{3} Hal sebapalmana dimaksud dalam ayat (1) den ayat (2) pasal Inj, dapat dllakukan pada
semua tingkat pemeariksaan dalam proses peradiian menurut ketentuan yang diatur dalam ayat
fersebut.

Pagal 48

(1) Apablia sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan
perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilamplrkan pada barkas parkara.

(2} Apablia sesudab diperiksa temyata surat (tu tidek ada hubungannya dengan perkara
tersabut, surat itu ditutup rapl dan segera dlserankan kemball kepada kantor pos dan
telokomunlkasi, jawatan atau perusahaan komunlkasl atau pengangkutan lain setelah dibubuhi
cap yang berbunyl “tefah dibuka olsh penyldik" dengan dibubuhl tanggal, tanda tangan beserta
Identitas penyidik.

(3) Penyidlk dan para palabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib
merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan lsl surat yang
dikemballkan ftu.

Pasal 49

_{1) Penyldlk membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dan Pasal 75.

(2) Turunan barita acara tersebut oleh penyidik dikidmkan kepada kepala kaiitor pos dan
telekomurikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikast atau pengangkutan yang
bersangkutan.

BASB Vi
TERSANGKA DAN TERDAKWA
Pasal 50

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemertksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat
diajukan kepada penuntut umum,

{2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadlian oleh penuntut umum,
(3) Terdakwa berhak segera diadilloleh pengadiian.

Pasal 31
Uniuk memperslapkan pambetaan:

a. tarsangka barhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerit olahnya
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada wakiu pemeriksgan dimulai,

b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengeril olehnya
tentang apa yang dldakwakan kepadanya

Pagal 82

Datam pemeriksaan pada tingkat penyidlkan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa barhak
memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,

Pasal 83
(1) Dalam pemerfksaan pada fingkat penyldikan dan pengadilan, tersangka atau tardakwa
berhak untuk setlap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 177,

(2) Dalam hal tersangka atau {erdakwa bisu dan atau tull diberlakukan ketentuan sebagatniana
dimaksud dalam Pasat 178.

Pasal 54
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari

seorang atau leblh penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,
menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang inl.




Pasai 55

Untuk mendapatkan penasihal hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa
berhak memiih sendlri penasthat hukumnya.

Pzaal 66

(1) Dalam hal tersangka atau tardakwa disangka atau didakwe melakukan tindak pldana yang
diancam dengan pidana mati alay ancaman pldana lima belas tahun atau tebih atau bagf
mereka yang tidak mampu yang dlancam dangan pidana lima tahun atau febih yang tidak
mempunyai penasihat hukum sendirl, pejabat yang bersangkutan pada samua tingkat
pemerlksaan dalam proses peradiian wajih menunjuk penaslhat hukum bagl mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk berlindak sebagaimane dimaksud dalam ayat
(1), memberlkan baniuannya dengan cuma-cuma.

Paagl 87

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenaken panghanan berhak menghubungt penasihat
hukumnya sesual dengan ketentuan undang-undang Inl.

{2) Tersangka atau terdakwa yang herkebangsaan asing yeng dikenakan penahanan berhak
menghubungt dan berblcara dengan perwakilan negaranya dalem menghadapl proses
perkaranya.

Paaal 68

Tersangke atau terdakwe yang dikenakan penahanan barhak meng hubungl dan menerima
kunjungan dokter pribadinya unfuk kepentingan kesehatan balk yang ada hubungannya
dengan proges perkara maupun tidak,

Pasal 88

Tersangka alau terdakwa yang dikenakan penahanan barhek diberltahukan tentang
penahanan atas dirlnya oleh pe|abat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksean datam
proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau
terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk
mendapatkan bantuan hukum atau Jaminan bagl penangguhannya.

Pasal €60
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungl dan menerlima kunjungan darl pihak yang
mempunyal hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna
mendapatkan Jaminan bagl panangguhan penahanan staupun untuk usaha mendapatkean
bantuan hukum,

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat
hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak ketuarganya dalam hal yang tidak

ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa unfuk kepentingan pekerjaan atau
untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada panasihat hukumnya, dan
menerima surat dar penasihat hukumnya dan sanak keluarga sellap kal yang diperiukan
olghnya, untuk keperluan ity bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulls menulls.
(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya stau sanak
keluarganya tidak diperiksa cleh penyldlk, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan
negara kacuall |lka terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa sural menyurat ftu
disalahgunakan,
{3) Datam hal surat untuk lersangka atau terdakwa ditllik atau diperikea ofeh panyidik, penuntut
umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau
terdeiowa dan surat tersebu dikirim kambali kepada pengirimnya setelah dibubuhl cap yang
barbunyl "tatai ditlik".

Pasal 83
Tarsangka atay terdakwa berhak menghubungl dan menetima kunjungan darl rohaniwan.

Pasal 84
Terdakwa berhak untuk dladiii di sldang pengadilan yang terbika untuk umum.

Pasal 68
Teraangka atau terdakwa berhak uniuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau
sesecrang yang memiflkl keahlian khusue guna memberlkan keterangan yang manguntungkan
bagl dirinya. : :

Pasal 88
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajlban pembuktian,

Pasal 87
Terdakwa atau penuntut umum berhak uniuk minta banding terhadap putusan pengadilan
tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segaia funtutan hukum yang
menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadiian dalam acara
capal.

Pasal 68

Tersangka atau tardakwa berhak menuntut garti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 85.




BAB VIl
BANTUAN HUKUM
Pasal 68

Penasihat hukum berbak menghubung tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada
semua tingkat pemertksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang inl.

Pasai 70
(1} Penagihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berhak menghubungl dan
berbicara dengan tersangka pada setlap ingkat pemeriksaan dan setlap waktu untuk
kepentingan pembalaan perkaranya.
(2) Jika terdapat bukll bahwa penaslhat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam
pembicaraan dengan tersangka maka sesual dengan {ingkat pemeriksaan, penyidlk, penuntut
umum atau petugas lambaga pemasyarakatan membarl peringatan kepada penaslhat hukurm,

{3) Apablia peringatan ferssbut tidek dlindankan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat
yang tersebut pada ayat (2).

(4) Apablla setelah dlawasl, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut
disakslkan oleh pejebat tersebut pada ayat (2) dan apablla setelah itu tetap dilanggar maka
hubungan selan|utnya dilarang.

Pasal M
(1) Penasihat hukum, sesual dengan tingkat pameriksaan, datam berhubungan dengan
tersangka dlawas! aleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan
{anpa mendengar isl pembicaraan.

{2) Dalam hal keahatan ferhadap keamanan negara, psjabat tersebut pada ayat (1) dapat
mendengar Isi pemblearaan.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasthat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan
turunan berlta acara pemeriksaan uniuk kepentingan pernbelaannya.

Pasal 73

Penagihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setlap kali dikehendaki
olehnya;

Pasai 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana
terssbut pada Pasal 70 ayal (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara
dillmpahkan oleh penuntut umum kepada pengadifan negeri untuk disidangkan, yang
tembusan surainya disampatkan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain
dalam proses,

BAB VIl
BERITA ACARA
Pasal 78
(1) Berlta acara dibuat uniuk sefiap tindakan tentang:

a.pemeriksean fersengka;

b.penangkapan; ’

¢.penghansan;

d.penggeledahan;

e.pemasukan rumah;

f.penyltaan benda;

g.pemerlksaan surat;

h.pemerlksaan saksl;

l.pemeriksaan di tempat kejadian;

|.pelaksanaan penetapan dan putusan pengadiian;

k.petaksanaan iindakan lain sesual dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Berita acara dibuat olsh pejabat yang hersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut
pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tarsebut selain ditandatangani cleh pejabat tersabut pada ayat (2)
ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1).
BAB IX
SUMPAH ATAU JANJ




Pasal 76
(1) Batam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Ini diharuskan adarya
pengambiian sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakal peraturan perundang-
undangan tentang sumpah atau Jan|i yang berlaku, balk mengenal Isinya maupun menganat
tatacaranya.

{2) Apablla ketentuan sebégaimana dimaksaud dalam ayat (1) tidak dipenuhl, maka sumpah
atau janji tersebut batai menurut hukum.

BAB X
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Baglan Kesatu
Praperadilan

Pagal 77

Pengadilan negerl berwenang untuk memsrlkse dan memutus, sesual dengan keteniuan yang
diatur dalam undang-undang Inl {entang:

a.sah atau tidaknya penangkapan, panahanan, penghentlan penykdikan atau
penghantian penuntutan;

b.gant| keruglan dan atau rehabliitasi bagl searang yang perkara pldananya dientlkan
pada tingkat penyldikan atau penuntutan,

Pasal 78

(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negsr] sabagalmana dimahsud dalam Pasal 77
adaleh praperadilan.

(2) Praperadilan dipimpin oleh haklm funggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negerl dan
dibariu oleh secrang panliera.

Pasal 79
Permintaan pemerlksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan
diajukan ofeh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadian negesi dangan
menysbuthan alasannya,

Pasal 80
Permintaan untuk memeriksa sah atau fidaknya suaty penghentian penyldikan atau penuntutan

dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
kepada ketua pengadiian negeri dengan menysbutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau
penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh
t{arsangka atau plhak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
maenyebut alasannya.

Pasal 82

{1) Acara pemerlksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal
80 dan Pasal 81 ditentukan sebagal berlku:

a, delam wakiu tiga hart seteleh diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk
manetapkan hart sldang;

b. dalam memeriksa dan memuius tentang sah atau ddaknyapenangkapan atay
panahanan, sah atau tidaknya penghenilan penyldikan atau penuntutan; permintaan
ganti keruglan dan atay rehablitas! akibat tidak sahnya penangkapan alau penghanan,
akibat sahnya penghentlan-panyldikan aau penuntutan dan ada benda yang disita
yang {idak tarmasuk alat pembuktian, haklm mendengar keterangan baik dan teraangka
atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;

¢. parneriksaan terasbut dilakukan cara cepat dan sefambat-lambatnya tujuh hart hakim
harus sudah menjafuhkan puusannys;

d. dalam hal suatu perkara sudah mulal diperlksa aleh pengadilan negerl sedangkan
pemerikaaan menganal permintaan kopada praperaditan belum selasal, maka
permintaan tersebut gugur;

. putusan praperadlian pada fingkat penyidikan tidek menutup kemungkinan untuk
mengadakan pamerlksaan praperadiian lagl pada tingkat pemerlksaan cleh panuniut
umum, Jlka untuk ltu digjukan permintean baru,

(2) Putusan hakim dalam acara pemerlksaan praperadiian mengenal hal sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memual dengan |elas dasar dan
alasannya,

(3) lsl putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud daiam ayat (2) juga memuat
hal sebagal berlkut

a, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuaiu penangkapan atau penahanan tidak
sah; maka penyldik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemerikeaan masing-
masing harus segera membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau
penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajlb dilanjutkany;

. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak
sah, maka dalam putusan dicantumkan jumiah besarnya ganti keruglan dan rehabliitasi
yang dibarlkan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan




adalah sah dan lersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicanturmkan
rehabilitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk
alat pembuktian, maka datam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus
segera dikemballkan kepada tersangka atau dan slapa benda itu disita.

(4) Gantl kerugian dapat diminta, yang meliputi hat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 77
dan Pasal 95.

Pasal 83

(1)Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal
80, dan Pasal 81 fidal dapat dimintakan banding,

(2)bikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak

sahnya penghentlan penyidtkan atau penuntutan yang untuk tu dapat dimlrtaken putusan
akhir ke pangadilan tinggl dalam daerah hukum yang bersangkutar.

BAB X
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILE
Baglan Kedua

BARX
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Baglan Ketlga
Pangadllan Tinggl

Pasal 87

Pengadilan inggi berwenang maengadill perkara yang diputus oleh pengadilan negerl dalam
daerah hukumnya yang dimintakan banding.

BAB X
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagtan Keempat
Mahkamah Agung

Pasal 88

Mahkamah Agung berwenang mangadili semua perkara pldana yang dimintakan kasast.

BAR X1
KONEKSITAS
Pasal 89

{1} Tindak pidana yang dilakukan bersama-sarma oleh merska yang tarmasuk fingkungan
peradilan umum dan lingkungan peraditan militer, diperiksa dan diadiil sleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum kecuall lka menurut keputugan Menter] Pertahanan dan
Keamanan dengan perselujuan Menterl Kehakiman parkara il harus diperlkea dan diadili olgh
pengadiian dalam Hngkungan peradiian militer.

(2) Penyldikan parkera pldana sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu
tim tetap yang terdirl darl penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ dan polisi militer
Angkatan Bersenjata Republik Indonesla dan editur militer atau editur militar tingg! sesual
dengan wawenang mereka masing-masing menurut hukum yang barlaku untuk penyidikan
parkara pldana.

(3) Tim sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama
Menterl Parlaharian dan Keamanan dan Manterl Kehakiman,

Pasal 80

{1) Untuk menetapkan apakah pengadilan datam lingkungan peradifan millter atau pengadilan
dalam lingkungan peradiian umum yang akan mengadlli perkara pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), diadakan penefitian bersama cleh |aksa atau Jakea tinggl
dan oditur millter atay aditur militer tinggi atas dasar hasll penyldikan tlm terssbut pada Pasal
89 ayat (2).

(2) Pendapet dan penellttan bersama tersebut dituangkan dalam. berita acara yang
ditandatangani oleh para pihak sebagalmana dimaksud dalam ayat (1),

(3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pandapat tantang pengadiian yang
harwenang mengadifi perkara tersebut, maka hal ltu dilaporkan oleh jaksa atau Jaksa tinggi
kepada Jaksa Agung dan olsh oditur militer atau oditur mititer tinggi kepada Oditur Jenlderal
Angkatan Barsenjata Republik Indonesia.

Pasal 91

(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) fitik berat kerugian
yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya




perkara pidana itu harus diadill oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka
perwira panyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang
diserahkan metalul oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk
dijadikan dasar mengalukan parkars tersebut kepada pengadilan neger yang berwenang.

{2) Apablla menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan olsh findak pidana
tersebut terlelak pada kepentingan millter sehingga perkara pidana itu harus diadill oleh
pengadifan dalam lingkungen peradilan millter, makea pendapat sebagalmania dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (3) dijadlkan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republlk Indonesia
untuk mangusulkan kepada Menter Pertahan dan Keamanan, agar dengan perselujuan
Manter| Kohakiman dikeluarkan keputusan Menteri Partahenan dan Keamanan yang
menetapken, bahwa perkara pidana tersebut diadill ofeh pengadilan dalam lingkungan
peradifan miiiter.

{3) Surat keputusan tersabut pada ayat (2) dijadlken dasar bagi parwira panyerah parkara dan
Jaksa atau jakea tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepade mahkamah militer atau
mahkamah militer finggi.

Pasal 82

(1) Apablla perkara dlajukan kepada pengadilen negeri sebagaimansa dimaksud dalam Pasal
£1 ayat (1), maka berlta acara pemariksaan yang dibuat oleh tlm sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhl catatan ofeh penuntut umum yang mengajukan perkara,
bahwa berita acara targabut telah digmbli alih clehnya,

(2) Ketentuan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bag! editur militer atau odiiur
militer tinggl apablia perkars tersebut aken diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer.

Pasal 83

(1) Apabila dalam penalitian sebagalmana dimakeud dalam Pasal 80 avat (1) tardapat
perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau odiiur militer tinggl, mereka
masing-maelng melaporkan tentang perbedaan pandapet Itu secara tertufls, dengan disertal
berkas perkera yang bersangkutan melalui jaksa tinggl, kepada Jaksa Agung dan kepada
Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Repubilk Indonesia.

(2} Jaksa Agung dan Qditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah
urtuk mengambll keputugan guna mengakhlr perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud
datam ayat (1).

(3} Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan
Bersen|ata Republlk indonesla, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 84

(1) Dalam hal perkara pldana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayai (1) diadill oleh
pengadilan dalam lingkungan paradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang
mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga
orang haklm.

{2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peraditan umum yang mengadili perkara pidana
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majslls hakim terdir dari hakim ketua darl
lingkungan peradilan umum dan hakim anggoeta masing-masing ditetapkan dari peradilan
umum dan peradilan militer secara berimbang.

{3) Dalamn hal pengadllan dalam lIngkungan peradilan mifiter yang mengadill perkara pidana
tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdin dar hakim ketua dar! lingkungan
peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan
peradliian milter dan dad peradilan umum yang diberl pangkat militer tituier,

{4) Kalentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku Juga bagf pengadilan tingkat banding.

(6} Menteri Kehakiman dan Menter! Periahanan dan Keamanan secara fimbal ballk
mengustikan pengangkatan hakim anggota sebagalmana dimaksud dalam ayat (2}, ayat (3)
dan ayat (4) dan haklm perwira sebagalmana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

BAB Xil
GANT! KERUGIAN DAN REHABILITAS!

Baglan Kesatu
Gantl Keruglan

Pasal 98

{1) Tersangka, terdakwa atau terpldana barhak menuntut ganti keruglan karena ditangkap,
ditahan, dituntut dan diadill alau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau kerana kekelleuan mengenal orangnya atau hukum yang diterapkan.

{2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka stau ahll warlsnya atas penangkapan ateu
penahanan serta tindakan lain tanpa afasen yang berdasarkan undang-undang atau karena
kekeliruan mengenai crang atau hukum yang diterapkan sebagalmana dimaksud dalarn ayat
(1) vang perkaranya tidak dliajukan ke pangaditan negerl, diputus dl sldeng praperadiian
sabagalmana dimaksud dalam Pasal 77.

{3) Tuniutan gantl kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka,
terdakwa, terpidana atau ahll warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadill perkara
yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti keruglan tersebul pada ayat (1)
ketua pengadilan sefauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadifi perkara
pldana yang bersangkutan,

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayal (4) menglkut acara
praperadilan.

Pasal 96




(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

" {2) Penstapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal
yang dipertimbangkan sebagal afasan bagl putusan tersebut.

BAB XN
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Baglan Kedua
Rehabilitast

Pasal 87

(1} Seorang berhak memperolah rehabllitas| apablla oleh pengadifan diputus bebas alau
diputus lepas dari segata tuntutan hukum yang putusannys telah mempunyal kekuatan hukum
tetap.

(2) Rehabilitasi tarsebut dibarkan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan
sobagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(3) Permintaan rehabllitast oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan
yang bardasarkan undang-undang eteu kekellruan mengenai erang atau hukum yang
diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak dlajukan ke
pengadlian neger! diputus oleh hakim praperadilan vang dimakeud dalam Pasal 77.

BAB X
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN
Pasal 98
(1) Jlka suatu perbuatan yang menjad| dasar dakwaan di dalem suatu pemerlksaan parkara
pldana oleh pengadiian nagerl menimbulkan keruglan bagi orang laln, maka hakim ketua
sldang atas permintaan crang Itu dapat menstapkan untuk menggabungkan perkara gugatan
panti keruglan kepada perkara pidana itu.
{2) Permintaan sebagalmana dimaksud datam ayat (1) hanya dapat disjukan selambat-
l[ambatnya sebsalum penuniut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum
tidak hadir, parmintaan diajukan sslambat-lambatnya sebslum haklm menjatuhkean putusan.
Pasal 99

{1) Apablia pihak yang dirugikan minia penggabungan perkara gugatannya pada perkara
pldana sebagsimana dimaksud dalam Pasal 88, maka pengadilan negerl menimbang tentang

kewenanganhya uniuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan
tentang hukuman penggantlan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang diruglkan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadiian negerl manyatakan tidak berwenang mengadili gugatan
ssbagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tlidak dapat diterima, putusan
hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian blaya yang talah dikeluarkan
oleh pihak yang diruglkan,

(3) Putusan mengenal gant kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila
putusan pldananya Juga mendapat kekuatan hukum tetep.

Pasal 100

(1) Apabila tarladl penggabungan antara parkara perdeta dan perkara pidana, maka
penggabungan ity dengan sendirinya bariangsung dalam pemerfkesan tingkat banding.

{2) Apabila tarhacap suatu perkara bldana {ldak diajukan parmintean banding, maka
permintaan banding mengenal putusan gantl rugl lidak diperkenankean.

Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagl gugatan gantt keruglan sepan|ang
dalam undang-undang Ini tidak diatur,

Pasal 104

Ketantuan dari aturan hukum acara pgrdata berlaku bagl gugatan gantt keruglan sepanjang
dalam undang-undang Ini tidak dlatur iain,

BAB XIV
PENYIDIKAN

Baglan Kesgatu
Ponyeildikan

Pasal 102

{1) Penyelidik yang mengetahul, manerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu
peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan
panyslidikan yang diperiukan,

{2) Daiam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidlk, penyelidik walib segera
melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyslidikan sebagaimana fersebut pada
Pasal & ayat (1) huruf b.

{3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib
membuat berita acara dan mefaporkannya kepada penyldik sedaerah hukum,

Pasal 103




{1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor
 atau pengadu.

{2} Laporan atau pengaduan yang dlajukan secara iisan harus dicatat oleh penyslidik dan
ditandatangani aleh pelapor atau pangadu dan penyelfldik.

Pasal 104
Dalarm melaksanakan tugés panyeligikan, panyalidik wajlb menunjukkan {anda pengenainya.
Pasal 108

Datam melaksanakan tugas penyslidikan, panyelidik dikoordinasi, diawast dan diberl petunjuk
oleh penyidik tersabut pada Pasal 8 ayat (1) huruf a.

BAB XIv
PENYIDIKAN

Baglan Kedua
Panyldikan

Pasal 108

Penyldik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suaty
perlstiwa yang patut diduga merupakan tindak pldana wajlb segera melakukan tindakan
penyldikan yang diperlukan,

Pasal 107

(1} Untuk kepentingan panyidikan, penyldix lersebuf pade Pasal 8 ayat (1) huruf & memberikan
petunjuk kepada penyldlk tersebut pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan
penyldikan yang diperlukan.

(2) Dalam hal suatu parlstiwa yang patut diduga merupaken tindek pidana sedang dalam
penyidikan oleh penyldik tersebut pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan kemudlan ditemukan bukt|
yang kuat untuk digjukan kepads penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal & ayat (1)
huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tarsebut pada Pasal 8 ayat (1) hurufa.

(3) Datam hal indak pidana telah selesal disidik oleh penyldik tersebut pada Pasal § ayat (1)
huru b, ia segera menyerahkan hasll penyidikannya kepada penuntut umum melalui panyidik
tarsebut pada Pasal 6 ayat {1} huruf a.

Pasal 108
. {1) Setlap orang yang mengataml, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban paristiwa

yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada
penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. i

(2) Setiap orang yang mengelahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib
saketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

{3) Sefiap pegawal negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahul tentang
terjadinya peristiwa yang merupakan tindek pidana wallb segera melaporkan hal tu kepada
panyalidik atau panyldik,

{4) Laporan atay pangaduan yang diajukan secara tertulls harus ditandatangan| cleh pelapor
atau pengadu.

(6) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara llsan harus dicatat cleh penyidik dan
ditandatangani oleh petaper atau pengadu dan penyidlk.

(B) Setelah manerlma laporan atau pengaduan, penyefidik atau penyldik harus memberikan
surat tanda penarimaan laporan atau pangaduan kepada yang bersangkutan.

Pasai 108

(1) Dalam hat panyldik telah mulal malakukan penyldikan suatu peristiwa yang merupakan
tindak pidana, penyidik memberltahukan hal itu kepada penuntut umum.

{2) Dalam hai penyldik meanghentlkan penyidikan karana tidak {erdapat cukup bukt| atau
peristiwa tersebut temyata bukan merupakan tindak pidana atau panyldlkan dihentikan deml
hurum. maka penyldik memberitahukan hal ltu kepada penuntut umim, tersangka atau
keluarganya.

(8) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan cigh penyldlk sebagaimana
dimaksud datam Pasal 8 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenal hal tu segera disampaikan
kepada penyidik dan panuntut umuin,

Pasal 110

(1) Dalam hal penyidik telah selesal melakukan penyldikan, penyldik wajib segera
menyerahkan berkas perkara ltu kepada penuntut umum,

(2) Dalam hal panuntut umum berpsndapat bahwa hagll penyldikan fersebut tamyata masih
kurang lengkap, penuniut umim segera mengemballkan berkas parkara itu kepada penyldik
disertai petunjuk untuk dilengkapl.

{3) Dalam hal peruntut umum mengemballkan haslt penyldikan untuk dilengkapi, penyidik
walb segera melakukan penyidikan tambahan sesual dengan petunjuk dari penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apablla dalam waktu empat belas hari penuntut umum
tidak mengemballkan hasll penyidikan atau apapila sebslum batas waktu lersebut berakhir
telah ada pemberitahuan tentang hal it dari penuniut umum kepada penyidik.

Pasai 111




(1) Dalam hal tertangkap tangan seflap orang berhak, sedangkan sefiap orang yang
mempunyal wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum walib,
menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukii kepada panyelidik
atau penyldik.

(2) Setelah menerima penyetahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik

atau panyidik wa)ib segera malakukan pemeriksaan dan findakan lain dalam rangka penyidikan.

{3) Penyslidik dan penyldik yang telah menerima laporen tersebut segera datang ke tempat
keladian dapat melarang setiap orang uniuk meninggaikan tempat ftu selama pemeriksaan di
silu befum selasal,

{4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipekaa tinggat dl tempat itu sampal pemerlksaan
dimaksud dl atas selesal,

Pasal 112
{1) Penyldik vang malakukan pemeariksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggllan secara
|elas, berwanang memanggil tersangka dan sakel yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan

surat panggllan yang sah dengan memperhatlkar tenggang waktu yang wajar antara
diterimanya panggllan dan hart seorang ltu diharuskan memenuhi pangglian tersebut,

(2) Orang yang dipanggil wajlb datang kepada penyldik dan Jika la tidak datang penyidik
memanggil sekall 1agl, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pasal 113
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggli member] alaean yang pafut dan walar bahwa
jatidak dapat datang kepads panyidik yang metakukan pemerksaan, panykilk itu datang ke
tempat kediamannya.

Pasal 114
Dalfam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pldana sebelum dimulainya pemeriksaan
oleh penyldik, penyidlk walib mamberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatikan
bantuan hukum atay behwa la dalem perkaranya ltu wajlb didamplingl aleh penasihal ukum
sabagaimana dimaksud dalam Peasal 66.

Pasal 116

) Délam hal penyldlk sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum
dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dangan cara melihat serta mendengar pemerlkeaan.

(2) Dalam hat kejahatan terhadap keemanan negara penaslhat hukum dapat hadir dengan carg
malihat tetapl tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka

Pasal 116

(1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuall apabila ada cukup alasan untuk diduga
bahwa ia tidak akan dapat hadir datam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Saks| diperiksa secara tersandir, tetapi boleh dipertemukan yang salu dengan yang lain
dan mereka wajib membarikan keterangan vang sebenamya.

(3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah la menghendaki didengamya sakst yang
dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berlla acara,

{4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyldik wajib memanggll dan
memeriksa saksi tersebut.

Pasal 117

(1) Keterangan tersangka dan atau saks! kepada penyidlk diberlkan tanpa tekanan dasi slapa
pun dan atau dalam bentuk apapun.

(2) Datam hal tersangka member| keterangan tentang apa yang sebenamya la telah lakukan
sehubungan dangan tindak pldana yang dipersangkakan kepadanya, penyidlk mencatat dalam
berlta acara setelit-telitinya sesual dengan Kata yang dipergunakan cleh tersangka sendir,

Pasal 418

(1) Katerangan tersangka dan atau saks| dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh
penyidik dah oleh yang memberi keterangan ltu setelah mereka menyetujid isinya.

(2) balam hal tersangka dan atau saksl tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyldik
mencatat hal itu dalem berlta acara dengan menyabut alasannys.

Pasal 118

Dalam hal tersangka dan atau sakst yang harus didengar keterangannya berdlam atau
bertsmpat tinggal dl luar daerah hukum panyldik yang menjaiankan penyidikan, pemeriksaan
{erhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyldik di tempat kediaman
atau tempat tinggel tersangka dan atau saks! tersebut.

Pasal 120

{1) Dalam hal penyldik menganggap perlu, ta dapat minta pendapat orang ahlt atau crang yang
mamiltki keahilan khusus,

{2) Ahli tarsebut mengangkat sumpeh atau mengucapkan jan]l di muka penyidik bahwa ia ekan
memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-balknya kecuall bita disebabkan
karena harkat serta martabat, pekerjaan atau Jabatannya yang mewalibkan ja menylmpan
rahasla dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyldik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggat
dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut wakiu, tempat dan
keadaan pada wakiu tindak pidana dilzkukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan
atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akia dan atay benda seria segala sesuatu
yang dianggap periu untuk kegpentingan penyelesaian parkara.




Pasal 122

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan ity dijatankan
dan harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 123

{I) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas panahanan
atau Jenis penahanan tersangka kepada penyldik yang melakukan penahanan itu.

(2) Uniuk Ity penyidik dapat mengabutkan parmintaan tersebut dengan mempertimbangkan
tentang periu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis panahanan
tertentu.

(3) Apablla dalam waktu tiga har permintaan teraebut belum dikabulkan oleh penyldlk,
tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal tu kepada atasan penyidik.

{4) Untuk tu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan
mempertimbangkan tentang periu atau tidaknya tersangke Hu tetap ditahan atau tetap ada
dalam |enls tahanan tertentu.

{5) Penyidik atau atasan panyldlk sebagaimana dimaksud datam ayat terssbut di atas dapat
mengabulkan parmintsan dengan atau tanpa syarat,

Pasal 124

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersengka, keluarga
atau penasihat hukum dapat mengsjukan hat Ity kepada pengadian negeri setempat uniuk
diadakan praperadiian guna memperciah putusan apakah panehanan atas diri tersangka
tersabut sah atau tidak sah menurut undang-undang Inl.

Pasal 128

Dalam hal penyldik melakukan penggsledahan rumah terisblh dahulu menunjukkan tanda
pengenainya kepada tersangka atal keluarganya, selanjutnya berfaky ketantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 126

(1) Penyidlk membuat berlta acara tentang jalannya darl hasil penggeledahan rumah
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

{2) Penyidlk membacakan lebih dahulu berita acara tentang panggeledahan rumah kepada
yang bersangkuian, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyldik maupun
tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang
saksl.

{3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu
-dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya

Pasal 127

{1} Untuk keamanan dan ketertitan penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan
penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan,

{2} Dalam hat i penyldik berhak memerintahkan sefiap orang yang dianggap perlu fidak
meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan barlangsung,

Pasal 128

Dalam hal penyldik melakukan penyltaan, terlebih dahuiu fa manunjukkan tanda pengenalnya
kepada orang dar| mana banda ltu disita. o

Pasal 129

(1) Penyldik memperlihatkan benda yang akan disita kepada arang dari mana benda ltu akan
dislia atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita ifu
dengan disaksikan oleh kepaia desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksl.

{2) Penyldik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terleblh dahulu kepada orang
darimana benda ity dista atau ketuarganya dengan diber! tanggal dan ditandatangani oleh
penyldik maupun orang afau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan
dua orang saksi,

(3) Dalam hal orang darl mana benda ftu disita atau keluarganya fidak mau membubuhkan
tandatangannya hat Hu dicatat dalam berlta acara dengan menyebut alasannya.

(4) Turunan darf berita acara itu disampalkan oleh penyldlk kepada atasannya, orang dari
mane benda ity disita atau keluargeriva dan kepala desa.

Pasal 139

(1) Benda sitaan aebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-
masing, cifl maupun sifat khas, fempat, hari dan tanggal penyltaan, ldentitas orang dari mana
ber;:ia [tu dilsita dan lain-lainnya yang kemudlan diber] hak dan cap jabatan dan ditandatangant
olgh penyidik,

(2) Dalam hal banda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberl catatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), yang diulis di atas tabel yang ditempslkan dan atau dlksitkan pada
bendga tersabut.

Pasal 131

(1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemlkian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat
diparolah keterangan dari barbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik
segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggafedah, memeriksa surat, buku atau
kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

(2) Penyitaan terssbui dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129
undang-undang inl.




Pasal 132

{1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau
diduga palsu oleh penyldik, maka untuk kepantingan penyldikan, oleh penyldik dapat
dimintakan keterangan mengenal hal itu darl orang ahll.

(2) Datam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik
dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada
pelabat penyimpan umum yang walib dipenuhl, supaya ka mengiimian surat asli yang
disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

(3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi baglan serta tidak
dapat diplsahkan dar daftar sebagalmana dimaksud dalam paset 131, penyldik dapat minta
supaya dafter itu seluruhnya selama wakiu yang ditentukan dalam surat permintaan dikidmkan
kepadanya untuk diperlksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan,

(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjad| baglan darl suatu
daftar, penyimpan membuat salinan sebagal penggantinya sampal surat yang asli diterima

kembal] yang dibaglan baweh darl salinan itu penylmpan mencatat apa sebab salinan fu dibuat,

{5) Dalam hal surat atay dafiar tu tidak dikirimkan dalam wakiu yang ditentukan datam surat
permintaan, tanpa alasan yang sah, penyldik berwanang mengamblinya,

(8} Semua pengeluaran untuk penyslesalan hal tgrsebut dalam pasal inl dibebankan pada dan
sebagal blaya perkara, ‘

Pasal 133

(1) Dalam hat penyldlk untuk kepentingan peradiian menangen! seorang korban balk luks,
keracunan ataupun mat! yang diduga kerena peristiwa yang merupakar tindak pidana, la
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahll kepada ahll kedokteran kehakiman atau
dokter dan ateu ahil lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahll sabagalmana dimaksud dalam ayat (1) ditakukan secara
tertulls, yang dalam surat itu disebulkan dengan tegas untuk pemariksaen luka atau
pemerlksaan mayat dan atau pemerfksaan bedah mayat,

(3) Mavat yang dikirim kepada ahil kedokteran kehakiman atau dokter pacda rumah sakit harus
diperlakukan secara balk dengan penuh penghormatan terhadap mayat tereabut dan diber
label yang memuat dentitas mayat, dilak dengan diberi cap Jabatan yang dilekatkan pada ibu
jarl kakl atau baglan lain badan mayat.

Pasal 134

{1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperiuan pembuktian badah mayat tidak

mungkin lagl dihindarl, penyidik wgjlb memberitahukan terlablh dahulu kepada keluarga korban.

(2) Datam hal keluarga keberatan, penyidik wajlb menerangkan dengan sejelas-jelasnya
. tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut,

{3} Apabila dalam waktu dua harl tidak ada fanggapan apapun darl keluarga atau pihak yang
diberi tahu tidak diketemukan, penyldik segera melaksanakan ketenfuan sebagaimana
dimaksud datam pasal 133 ayat {(3) undang-undang Ini,

Pasal 135
Dalam hal ﬁenyidlk untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggallan mayat,
dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimena dimaksud dalam pasat 133 ayat (2) dan pasal
134 ayat (1) undang-undang Inl.

Pasal 138

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kapentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Baglan Kedua Bab 14 ditanggung cleh negara.

BAB XV
PENUNTUTAN

Pasal 137
Panuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap slapapun yang didakwa
melakukan suatyl tindak pidang dalam dasrah hukumnya dengan mellmpahkan perkara ke
pengadilen yang berwenang mengadill,

Pasal 128
(1) Penuntut umurm setelah menerima hast penyidikan dan penykilk segera mempelajarl dan
menelitinya dan dalam waktu tjuh harl wajlb memberitahukan kepada penyldik apekah hasil
penyldikan itu sudah lengkap atau belumn.
(2) Datam hal hasl| penyldikan fernyata belum lengkap, penuntul umum mengemballkan berkas
parkara kepada penyldlk disartat petunjuk tentang hal yang harus difakukan untuk difengkapl
dan dalam waktu empat belas hari sjak tanggal penerimaan berkas, penyldlk harus sudah
menyampalkan kemball berkas perkara tu kepada penunut umum.

Pasal 139
Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap darl
ponyidik, la segera menentukan apakah berkas perkara Htu sudah memenuhi persyaratan untuk
dapat atau fidak dlimpahkan ke psngadilan,

Pasal 140

(1) Dadam hal penuntut umum berpendapat bahwa darl hasil penyldikan dapat dilakukan
penuntutan, la dalam wakiu secepatnya membuat surat dakwaan.




(2) a.Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena fidak
terdapat cukup bukt atau peristiwa tarsebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
" perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut datam surat ketetapan,

b.lsl surat ketotapan tersebut diberitahukan kapada tersangka dan blla la ditahan, welib
segera dibebaskan.

¢ Turunan surat ketetapan itu wajib disampalkan kepada tersangka atau keluargs atau
penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidlk dan hakim.

d. Apablia kemudlan ternyata ada alasan bary, penuntut umum dapai melakukan penuntutan
ferhadap tersangka

Pagal 141

Penuntut umum dapat metakukan penggabungan perkara den membuatnya datam salu surat
dakwaan, apablla pada wakiu yang sama atau hampir bereamaan la menerima beberapa
berkas perkara dalam hal: .

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh secrang yang sama dan kepanfingan
pemerlksaan tidak menjadiken halangan terhadap penpgabungannys;

b. bebsrapa tindak pidana yang bersangkut-paut safu dengan yang lain;

¢. baberapa tindak pidana yang tidak hersangkut-paut satu dengan yang laln, akan
tetapl yang saty dengan yang lain ltu ada hubungannya, yang dalem hal Inl
penggabungan tersebut peril bagl kepentingan pemeriksaar.

Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa lindak
pldana yang diiakukan cleh beberapa orang tersengka yang fidak termasuk datam ketentuan
Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa
seocara terplsah.

(1} Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar
segera mangadil perkara tersebut disertal dengan surat dakwagzn.

(2} Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberl tanggal dan ditandatanganl sarta
berisl:

a.nama lengkap, tempat lahlr, umur atau tanggal lahlr, Jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b.uralan secara cermat, jelas dan lengkap mengenal tindak pidana yang didakwakan
dangan menyabutkan waktu dan termpat tindak pidana itu difakukan,

(3) Surat dakwaan yang tidak memanuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dafam ayat (2)
huruf b batal demi hukum.

{4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka
atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. denhgan
penyampaian surat pellmpahan perkara tarsebut ke pengadilan negeri.

Pagal 144

{1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pangadiian menetapkan harl
sidang, baik dengan tujuan untuk menysmpurnakan maupun untuk tidak metanjutkan
panuntutannya.

{2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kall selambat-tambatnya
tujuh hari sebelum sidang dirmulal, -

(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan la menyampalkan turunannya kepada
tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

BAB XVt
PEMERIKSAAN D SIDANG PENGARILAN

Baglan Kagatu
Pangglian dan Dakwaan

Pasal 148

(1) Pemberitahuan uniuk datang ke sidang pangaditan dilakukan Secara sah, apablia
disampalkan dengan sural panggilan kepada terdakwa dl alamaf tempat tinggathya atau
apabile tarnpat tinggalnya tidak diketahul, disampalkan dl tempat kedtaman terakhlr,

(2) Apabila terdakwa tidak ada of tempat tinggainya atau ditempat kedlaman terakhir, surat
panggilan disampalkan melalul kepsala dese yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa
atau tempat kediaman terakhlr,

(3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggllan disampalkan kepadenya melaiul
pejabat rumah tahanan negarma.

{4) Penarimaan surat panggilan cleh terdakwa sendlrl ataupun oleh orarig laln atau melatui
orang Jain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

(6) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak cikenal, surat panggiian
ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili
perkaranya.

Pasal 148
(1) Penuntut umum menyampaikan surat pangglian kepada terdakwa yang memuat tanggat,

harl, serta jam sidang dan uniuk perkara apa ia dipanggl yang harug sudah diterima oleh yang
bersangkutan selambat-lambatnya tiga hart sebelum sldang dimulal.




{2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada sakst yang memuat tanggal, hari
serta jam sidang dan untuk parkara apa ia dipanggi! yang harus sudah diterima oleh yang
bersangkutan selambat-lambatnya tiga harl sebelum sidang dimulat.

BAB XVI
PEMERIKSAAN DI S8IDANG PENGADILAN

Baglan Kedua
Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadill

Pasal 147

Setelah pengadilan negeri menerime surat pelimpahan perkara darl penuntut umum, ketua
mempetajarl apakah perkara llu fermasuk wewenang pengadilan yang diplmpinnya.

Pasal 148

{1) Dalam hal ketua pangaditan nageri berbendapat, bahwa perkara pldana Itu lidak termasuk
wewsnang pengadilan yang dipimplinya, tatapl famasuk wewenang pengadiian neger fain, la
menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadiian neger! lain yang dianggap
berwenang mengadilinya dengan surat penstapan yang memuat alasannya. ‘

(2) Surat pellmpahan perkara tarsebut diserahkan kembali kapada panuntut umum selanjutnya
kejaksaan neger yang bersangkutan menyampalkannya kepada kejaksasn negerl dl tempat
pangadiian nagerl yang tercantum dalam surat penetapan.

{3) Turunan surai penetapan sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) disarnpalkan kepada
terdakwa atau penasthat hukum dan penyidik.

Pasal 149

{1} Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadiian negeri
sebagalmana dimakeud dalam Pasal 148, maka;

a.a mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggl yang bersangkutan dalam wakiu
_ tujuh hari setelah penstapan tersebut diterima;

b.iidak dipenubhinya tenggang waktu tersebut dl atas mengakibatkan batainya
pertawanar;

¢. parfawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 dan hal Itu dicatat dalam buku daftar panitera;

d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan periawanan tersebut
kepada pengadilan tinggl yang bersangkutan.

(2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling tama empat belas hari setefah menerima perlawanan
tersebut dapat menguatkan atau menclak perlawanan iiu dengan surat penetapan.

(3) Dalam hal pangadilan tinggl menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat
panetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkuian untuk menyidangkan
psrkara tersebut.

(4) Jika pengaditan tinggl menguatkan pendapat pengadiian negerl, pengadilan tinggi
mengirimkan barkas perkara pidana tersebut kepada pengadifan negeri yang bersangkutan.

(5) Tembusan surat penetapan pengadllan tinggi sebagalmana dimaksud dalam ayat (3) dan
ayat {4) disampalkan kepada penuntut umum. .

Pasal 160
Sengketa tenlang wewenang mengadill tarjadi:

ajlka dua pengadilan atau iebih menyatakan dirlnya berwenang mengadlil atas perkara
yang sama;

b.jika dua pengadiian atau lebih menyatakan dirinya tidak berwanang mengadili perkara
yang sama. ’

Pasal 181

{1) Pengaditan tinggl memutus sengksta wewenang mengadili antara dua pengadiian neger!
atau leblh yvang berkedudukan dafam daerah hukumnya.

(2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhlr semua sengketa tentang
wewenang mengadili:

a.antara pangadilan darl satu lingkungan peradilen dengan pengadilan dar Hngkungan
peradilan yang laim,

b.antara dua pengadilan neger yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan
tinggl yang bertainan;

c.antara dua pengadilan tingg atau [ebih.

BAB XVI
PEMERIKSAAN D] SIDANG PENGADILAN

Bagian Ketlga
Acara Pemeriksaan Bilasa

Pasal 152




{1} Dalam hat pengadilan negeri menerima surat pefimpahan perkara dan berpendapat bahwa
perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakin yang akan
" menyidangkan periara tersabut dan hakim yang ditunjuk tu menetapkarn hari sidang.
(2} Hakim dalam menetapkan har sldang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang
di sidang pengadilan.

Pasal 163
{1) Pada harl yang ditentukan menurut Pasal 162 pengadllan bersidang.

{2) a.Haklm ketue sidang memimpln pemeriksaan ¢l sidang pengadilan yang dilakukan secara
lisan dalam bahasa Indonesla yang dimengert oleh terdakwa dan saksl;

b.la wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau ¢lajukan pertanyaen yang
mengakibatkan terdalwa atau saksl membarlkan jawaban secara tidak bebas.

{3) Untuk keperuan pemeriksaan, hakim kefua sfdang membuka sldang dan menyatakan

ferbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenal kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

(4) Tidak dipanuhinys ketentuan dalam ayat (2) dan ayat {3) mengakibatkan batalnya putusan
demt hukum,

(B) Hakim ketua sidang dapat mensniukan bahwa anak yang belum mencapal uraur fufuh
belas tahun tidak diperkenankan mernghadiri gldang.

Pasal 154

(1) Hakim ketua sldang memerintahken supaya tardakwa dipanggll masuk den jika la dalam
tahanan, la dihadapkan dalam keadaan bebas.

{2) JIka dalam pemariksaan parkera terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang
yang tefah ditetapkan, hakim ketua sidang menaellti apakah terdakwa sudah dipanggi secara
gah.

(3) Jika terdakwa dipanggll secara lidak sah, hakim ketua sldang menunda persidangan dan
memerintankan supaya terdakwa dipanggll lagi untuk hadir pada hari sidang berikutriya.

(4) Jika terdakwa temyata telah dipanggit secara sah fetapi fidak datang di sidang tanpa alasan
yang sah, pameriksaan perkara tersabut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang
memerintahkan agar terdakwa dipanggll sekall lagl.

(8) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semuz terdakwa hadir
pada hari sidang, pemerlksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

{6) Makim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah
setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang
_pertama berikutnya.

(7) Panitera mencatat laporan dar penunfut umum fentang pelaksanaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 1556

{1) Pada permulagn sidang. hakim ketua sidang menanyakan kepada {erdakwa tentang nama
lengkap. tempat lahlr, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat inggal,
agama dan pekarjaannya sertte menglngatkan terdakwa supaya memperhailkan segala
sesyatu yang didengar dan dllihatnya di sidang.

(2)a.Sesudah itu hakim ketua sldang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat
dakwaary, .

b.Selanjuinya hakim ketua sldang menanyakan kepada terdakwa apakah la sudah benar-
benar mengartl, apablia terdakwa ternyata tldak mengertl, panuntut umum atas permintaan
hakim ketua sldang wality memberi penjelasan yang diperiukan.

Pasal 158

{1} Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mangajukan keberatan bahwa pangadilan tldak
berwenang mengadil perkaranya atau dakwaan fidak dapat diterima atau surat dakwaan harus
dibatalkan, maka setelah diber! kesempatan kepada penuntut urmum uniuk menyatakan
pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan teragbut untuk selanjuinya mengambl
keputusan,

{2) Jlke haklm menyatakan kebsratan tersebut diterima, maka perkara [tu fidak diperlksa
teblh .lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru
dapat diputus setelah selesal pemerlksaan, maka sidang dilanjutkan.

(3} Dalam hal penuntul umum berkeberatan terhadap kepulusan tersebut, maka la dapat
mangajukan perlawanan kepada pengadilan tinggl melatut pengadilan negerl yang
beraangkuian.

{4} Dalam hat periawanan yang dlajukan olah terdakwa atay penasihat hukumnya diterima oleh
pengadilan tinggl, maka dalam waktu empat belas harl, pengadilan finggl dengan surat
penetapannya membatalkan putusan pengadilan negert dan memarintahkan pengadiian negerl
yang berwenang untuk memerlksa perkara .

(6) a. Dalam hel perlawanan dlajukan barsama-sama dengan parmintaan banding clsh
{ordakwa atau panasinat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas
harl sejak la menarima perkara dan membanarkan perlawanan terdakwa, pengaditan tinggt
dengan keputusan membatalkan putusan pengaditan neger yang bersangkutan dan menunjuk
pengadilan negert yang berwenang;

b, Pengadilan tinggi menyampaikan satinan kepulusan tersebut kepada pengadilan negeri
yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadill perkara yang
bersangkutan dengan disertal berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang
telah melimpahkan perkara fu.

(8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan
di daerah hukum pengadilan tinggi ain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut




kepada kejaksaan neger dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat
itu,

{7) Hakim ketus sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah
mdndengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat
alasannya dapat menyatakén pangadilan tidak berwenang.

Pasal 187

(1) Searang hakim wallb mengundurkan diri darl mengadill perkara tertentu apablia fa terikat
hubungan keluarga sedarah atau Semenda sampal deralat ketlga, hubungan suam| atau Isted
meskipun sudah berceral dengan hakim ketua sldang, safah secrang haklm anggota, penuntut
umum atay panitera,

(2} Hakim ketua sldang, hakim anggota, penuniut umum atau panitera wajlb mengundurkan dirt
darl menanganl perkara apablia terikat hubungan keluarga sedarah atau semefida sampal
derajat ketiga atau hubungan suaml atau |sterl meskipun sudah berceral dengan terdakwa atau
dengan penasihat hukum.

(3} Jika dipanuhl katentuan ayat (1) dan ayat {2) mereka yang mengundurkan dirl harus digant
dan apablia {idak dipenuhl atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara
wajlb segera dladid wlang dengan susunan yang lain,

Pagal 168

Hakim dilarang menunjukkan sikep atau mengeluarkan pernyataan di sldang tentang
keyakinan mengenal salah atau tidaknya terdakwa.

Pasal 189

{1) Hakim ketua sldang selanjutnya menaliti apakah semua eaksi yang dipanggil telah hadir
dan memberl perintah uniuk mencagah jangan sampal sakel berhubungan satu dengan yang
laln sebelum memberl kelerangan di sidang.

(2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggll dengan sah dan hakim ketua sidang
mempunyal cukup alasan uniuk menyangka bahwa saks! ftu tidak akan mau hadir, maka hakim
keiua sldang dapat memerintahkan supaya sakal tersshut dihadapkan ke persidangan,

Pagal 160

(1)a. Saks! dipanggll ke dalam ruang sidang seorang demi sgorang menurut urutan yang
dipandang sebaik-balknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut
umum, tergakwa atau panasthat hukum;

b.Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksl;

¢. Dalam hal ada saksl baik yang mengunfungkan maupun yang membaratkan terdakwa
yang {ercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau
_penasihat hukum afau penuntut umum selamé berfangsungnya sidang atau sebelum
difatuhkannya putusén, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

'(2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saks] keterangan tentang nama lengkap, tempat

lahir, umur atau tanggal fahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan,
selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi
dasar dakwaan serta apakah la berkeluarga sedarah atau semenda dan sampal derajat
keberapa dengan terdakwa, atau apakah la suami atau isterl terdakwa meskipun sudah
berceral atau terlkat hubungan kerja dengannya.

(3) Sebelum mamberi keterangan, saks! wajlb mengucapkan sumpah atau janfi menurut cara
agamanya masling-masing, bahwa ia akan memberlkan keterangan yang sebenarya dan tidak
laln darlpada yang sebenarnya.

(4) Jike pengadiian menganggap perlu, saarang saksl atau ahti wallb bersumpah atau berjani
gesudah saksl atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Pasal 181

{1) Dalam hal saksl atau ghil tanpa alasan yang sah menolak uniuk bersumpah atau berjan|l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan
ferhadapnya talap ditakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sideng dapat
dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negare paling lama empat belas harl.

{2) balam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksl atau ahli tatap
tidak mau disumpah atau mengucapkan Janjl, maka keterangan yang telah diberikan
merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 162
{1) Jika saksi sesudah memberl keterangan dalam penyldikan meninggat dunla atau karena
halangan yang sah tidak dapat hadir di sldang atau tidek dipanggll karena jauh tempat
kedlaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan
kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberlkannya iu dibacakan.

(2} Jika keterangan Itu sebelumnya telah dibarikan dl bawah sumpah, maka kelerangan ftu
disamakan nilainya dengan keterangan saksl| d| bawsh sumpah yang diucapkan di sidang.

pasal 163
Jika keterangan saks! dl sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita
acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal #tu seria minta keterangan
mengenai perbedaan yang ada dan dicatal dalam berita acéra pemerlksaan sidang.

Pasal 164

{1} Setiap kall seorang saksi selesal memberikan keterangan, hakim kelua sidang menanyakan
kepada terdakwa bagalmana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

{2} Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi
keasampatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.

{3) Hakim ketua sldang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntul umum atau
penasihat hukum kepada saksl atau terdakwa dengan memberikan alasannya.




Pagal 185

(1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada sakst segala keterangan yang
dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

{2} Penuntut umurn, terdakwa atay penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang
diberl kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada sakel.

(3) Hakim ketua sidang dapat menclak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum,
terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya.

(4) Hakim dan panuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan
hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksf uniuk menguji kebenaran keterangan
mereka masing-masing,

Pasal 168

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak botdh dlajukan balk kepada terdakwa; maupun kepada
saksi

Pasal 167

{1) Setelah saksi .member! keterangan, la tetap hadlr dl sfdang kecuali hakim ketua sldang
member izin uniuk meninggalkannya.

{2) Izin ftu tidak diberlkén Jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum
mengajukan permintaan supaya eaksl itu tetap manghadirl sidang.

(3) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.
Pasal 168

Kecuall ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya
dan dapat mengundurkan didl sebagal saksk:

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpal
derajat ketiga darl terdakwa atau yang bersama-sama sebagal terdakwa.

b, saudara dan terdakwa etau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara [bu atau
. saudara bapak, juga meraka yang mempunyal hubungan karena perkawinan darl anak-
anek saudare terdakwa sampal dersjat ketiga

¢. suami atau Ister terdakwa meskipun sudah berceral atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa.

Pasal 169

{1) Datam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut
. umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan
memberikan keterangan tanpa surapah.

Pasal 170

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau [abatannya diwalibkan menyimpan
rahasgia, dapat minta dibabaskan darl kewajlban untuk memberi keterangan sebagai saksi,
yaltu tentang hal yang dipsrcayakan kepada mereka.

(2) Hakim menantukan sah atau tidaknya segala alasan uniuk permintaan tersebut.
Pasal 171
Yang boleh diparlksa untuk memberi ketarangan tanpa sumpah [alah :
a. anak yang umurnya bslum cukup lima belas tahun dan balum pernah kewin;
b.orang sakit ingatan atau sakit lwa meskipun kedang-kedang Ingatannya balk kemball,
Pasal 172

{1) Setetah saksl memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut
tmum dapat mengajukan parmintaen kepada hakim ketua sidang, agar dl anfara saks| tersebut
yang {idak mereka kehendakl kehadirannya, dikefuarkan dari ruang sidang, supaya saksl
lainnya dipangall masuk ofeh hakim ketua sldang untuk didengar keterangannya, balk seorang
dem] seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya aaksi vang dikeluarkan tersebut.

(2) Apahblla dipandang perlu hakim karena |abatannya dapat minta supaya saks! yang télgh
didsngar keterangannya ke lar dari ruang sidang untuk selanjulnya mendsngar keterangan
saksl yang laln,

Pasal 173

Haklm ketua sidang dapat mendengar keterangan saks! mengenal hal tertentu tanpa hadlirnya
tardakwa, untuk itu fa minfa terdakwa ke luar darl ruang sidang akan tetapi sesudah itu
pemerlksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua
hal pada waktu la tidék hadlr,

Pasal 174

{1) Apablla keterangan saks! dl sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan
dengan sungguh -sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan
mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap
mamberikan keterangan palsu.

(2) Apablla saksl tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau
atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu
ditahan untqk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.




(3) Datam hal yang demikian cleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang
yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan
saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta
panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesafkan menurut ketentuan
undang-undang ini. .

(4} Jika pertu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai
pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Pasal 175

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, pertanyaan yang diajukan
kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan uniuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan
ditanjutkan.

Pasal 176

(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang,
hakim ketua sidang menegumya dan fika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan
supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu
itu ditanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus berlingkah laku yang tidak patut sehingga
mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa
sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadimya terdakwa,

Pasal 177
(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk
seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar
sernua yang harus diterjemahkan.

(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara la tidak boleh pula
menjadi juru bahasa dalam perkara itu. .

Pasal 178

(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menuiis, hakim ketua sidang
mengangkat sebagai perderjemah orang yang pandai bergaul dengan lerdakwa atau saksi itu.

{2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang

. menyampaikan semua pertanyaan aiau feguran kepadanya secara tertulis dan kepada
terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua
pertanyaan serfa jawaban harus dibacakan

Pasal 179

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokier
~atau ahli lzinnya wajib memberkan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan
keterangan ahii, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapikan sumpah atau janji akan
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenamya menurut pengetahuan
datarn bidang keahliannya.

Pasal 180

{1) Dalam ha! diperiukan untuk menjemihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang
pengaditan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahii dan dapat pula minta agar
diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hat timbLd keberatan yang beratasan dari {erdakwa atau penasihat hukum terhadap
hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu
dilakukan penelitian utang.

{3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penefitian ulang
sebagaimana {ersebut pada ayat (2).

{4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3} dilakukan oleh instansi
semuta dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang
untuk itu.

Pasal 181

{1} Hakim ketua sidang memperihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan
menanyakan kepadafiya apakah la mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.

{2) Jika perlu benda itu dipertihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.

{3) Apabila dianggap periu untuk'pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau
memperiihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta
keterangan seperiunya teniang hal itu.

Pasal 182
(1) a.Setelah pemeriksaan dinyaiakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;

b.Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat
dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu
mendapat giliran terakhir.

c.Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara terfulis dan setelah
dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang
berkepentingan.

(2) Jika acara tersebut pada ayat {1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa
pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik alas
kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun aias permintaan penuntut umum
atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.




Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983
Tentang : Pelaksanaan Kitab Undaag Undang Hukum
‘ Acara Pidana

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 27 TAHUN 1983 (27/1983)
Tanggal : 1 AGUSTUS 1983 (JAKARTA)
Sumber : LN 1983/36; TLN NO. 3258
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan ketentuan Kitab Undangundang

Hukum Acara Pidana;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomc;r 3209);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

.PERATUR_AN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KITAB

UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA.
BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

L

KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-uadang Hukum Acara
Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Rumah Tahanap Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang Pengadilan;

3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan WNegara @ selanjutnya disebut
RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk
keperluan proses peraditan; '

4. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara uniuk keperluan proses
peradilan;

5. Menteri adalah Menteri Kehakiman.

BRABII
SYARAT KEPANGKATAN DAN PENGANGKATAN PENYIDIK
Pasal 2
(1) Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu vang sekurang-

kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

b. Pejabat Pegawai WNegeri Sipil tertentu yang sckurang-kvrangnya

berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b} atau yang

disamakan dengan ifu.




{2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sekior Kepolisian yang
berpangkat bintdra di bawah Pembanty Letnan Dua Polisi, karena jabatannya
adalah penyidik.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
~ yang bertaku.
(4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Repubiik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakn.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud datam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri
atas usul dari Departemen"yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri
sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan
Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
{6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) depat
dilimpahkan kepada pgjabat yang ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 3

(1) Penyidik pertbantu adalah :

a. Pgjabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
b. Pejabat Pegawai WNegeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian
Negara Repubtik Indonesia vang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur

Muda (Golengan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.

{2y Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) huruf a dan huruf b diangkat
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan
kesatuan masing-masing,
{3) Wewenang bcngangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) dapat
dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuat dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1

PAKAIAN ATRIBUT DAN PERANGKAT
KELENGKAPAN PERSIDANGAN

Pasal 4
(1) Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penunfui umum,
panitera dan penasehat hukum, menggunakan pakaijan sebagaimana diatur datam
pasal ini,
{2) Pakaian scbagaimana dimaksed dalam ayat (1} bagi hakim, peauntut umummn
dan penaschat hukum adafah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare
dan bef dengan atau tanpa peci hitam.
(3) Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum adalah
datam ukuran dan warna dari simare dan bef.
(4) Pakaian bagi panifera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja
putik dan dasi hitam.
(5) Hal yang berhubungan dengan ukuran dan wama dari simare dan bef
sebagaimana dimeksud dalam ayat (3) serta kelengkapan pakaian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.




(D] Se:léin memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hakim dan
penuntut umum memakai ateibut.
(7) Atsibut sebagaimana dimaksud delam ayat {6) diatur lebih Janjut otleh Menteri.

Pasal 3
Ketentuan mengenai pakaian dan atribut dalam sidang bagi hakim agung dan
panitera pada Mahkamah Agung, diator tersendiri oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6
Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan peradilan anak.

BABIV

GANT] KERUGIAN

Pasal 7
(1) Tuntutan ganti kerugian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP
hanya dapat digjukan dalam tenggang wakte 3 (tiga) bulan sejak putusan
pengaditan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang
. dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan
dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8

(1) Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.

(2) Palam hal hakim mengabulkan ataw menolak tuntutan ganti kerugian, maka
alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam
penetapan.

Pasal 9
(1} Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
huref b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahaya
berjumlah Rp 5.000,- {ima ribu mupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah).
(2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud
Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga
tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumiah
setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 10
(1) Petikan penctapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan
dincapkan.
(2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan kepada penuntut wmum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran
dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 11
(1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan

penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam




Pasal 10,
(2) Tata cara pembayaran panti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan.

BABYV

REHABILITASI

Pasal 12
Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP
diajukan oleh tersangka, keluarga atan kuasanya kepada pengadilan vyang
berwenang, selambat-lambatnya dalam wakta 14 {empat belas) hari setelah
putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan
kepada pemohon.

Pasal 13
(1} Petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh
panitera kepada pemohon.
(2} Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada

penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut.

* {3) Salinan penctapan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula

kepada instansi tempat bekerjz yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun
" Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 14
(1) Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :
"Memulihkan hak terdakwa datam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya"”.

(2) Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai
berikut : "Memulihkan hak pemohon datam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya’.

Pasal 15
Isi putusan atan penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitera dengan
menempatkannya pada papan pengumuman pengadilarn.

BAB VI

PRAPERADILAN PADA KONEKSITAS

Pasal [6
Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka
vang termasuk Hngkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peraditan.

BAB VI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU

Pasal 17
Penyidikan menurut ketenfuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada
Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat ()KUHAP
dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penvidik yvang berwenang lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIL
RUMAH TAHANAN NEGARA

Pasal 18




(1) bi ti.ap Thukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk RUTAN oleh Menteri.
(2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk RUTAN di
luar tempat scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari
RUTAN.
(3) Kepala Cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan olch Menteri.

Pasal 19
(1) Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masth dalam proses penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan
Mahkamah Agung.
(2) Tempat sahanan dipisehkan berdasarkan jenis kelamin, wmur, dan tingkat
pemeriksaas,
(3) Untuk keperluan administrasi tahanan scbhagaimana dimaksud dalam ayat
(Ddibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam gyat
(2).
(4) Kepala RUTAN tidak boleh menerima fahanan dalam RUTAN, jika tidak
- disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab
secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(3) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur -

Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung
jawab secara juridis atas tahanan itw, sesuai depgan tingkat pemeriksaan dan

kepada Kepata Kantor Wilayah Departemen Kchakiman yang bersangkutan.

(6) Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab
secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkai pemeriksaan mengenai
tahanan yang hampir habis masa penshanan atau perpaniangan penahanannya.
{7} Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa
penahanan atau perpanjangan penahanannya.
(8) Dalam hal tertentu tzhanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk
sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung
Jjawab secara juridis atas tahanan it
(9) Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara
dan merawat kesehatan tahanan.
(10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam avat (8) selama berada di luar
RUTAN dikawat dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

Pasal 20
(1) Izin kunjungan bagi peraschat hukum, keluvarga dan lain-lainnya diberikan
oleh pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu, sesuai dengan
tingkat pemeriksaar. .
(2) Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan, dan persyaratan lainnya,
ditetapkan oleh Kepala RUTAN.
(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hakim
pengadilan tinggi dan hakim agung, wewenang pemberian izin kunjungan
dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat

RUTAN tempat tersangka atan terdakwa ditahan.




Pasal 21
(1) RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman,
(2} Tanggung jaWab Juridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai
dengan tingkat pemeriksaan.
(3) Tanggung jawab sccara fisik atas tahanan ada pada Kepala RUTAN.
(4) Tanggung jawab atas perawatan keschatan tahanan ada pada dokter yang
ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 22
{I) RUTAN dipimpin oleh Kepata RUTAN yang diangkat dan diberhentikan olch
Menteri.
(2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUTAN dibaniu oleh Wakil Kepala,

Pasal 23
(1) Kepals RUTAN mengatur fate tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang
ditentukan ofeh Menteri,
(2) Kepala RUTAN tap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenat
tahanan yang di bawah pengawasannya.
* {3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Saksa Agung dan Ketua Mahkamah
' Agung.

Pasal 24
Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUTAN diatur ebik lanjut oleh

Menteri,

Pasal 23
(1) Pejabat dan pegawai RUTAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian
ditlaé seragam.
(2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut ofeh Menteri.
(3) Pejabat atau pegawai tertemtu RUTAN dalam melakukan tugasnya dapat
dipersenjatai dengan senjata api aras panjang atau senjata api genggam atas izin
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB IX

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

Pasal 26
(1) Di tiap Fukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.
(2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar
tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} yang merupakan cabang
RUPBASAN.
(3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikar oleh Menteri.

Pasal 27
(1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan unfuk
keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di sideng pengaditan termasuk barang yang dinyatakan dirampas

berdasarkan putusan hakim.




) DaIz-am. hal benda sitaan sebapaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin
dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan
tersebut diserahkan kepada Kepala RUPRASAN.
(3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan
dan keamanannya.
(4} Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan entuk
keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan
yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat vang bertanggungjawab secara juridis
atas benda sitaan tersebut.

Pasal 28
(1} Penggunsan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan i pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang
bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.
{2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang
telah mempereleh keluatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara
tertulis.
© {3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang
dilakukan oleh jaksa.

Pasal 29
Kepala RUPBASAN setiap triwalan membuat laporan tentang benda sitaan yang
disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan
dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas

benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan

dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
Pasat 30
{1) RUPBASAN dikelola oleh Deéartemen Kehakiman.
{2) Tangpung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat
sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
{3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut écia pada Kepala
RUPBASAN,
Pasat 31
{1} RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.
{2) Dalam mefakukan tugesnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil Kepala
Pasal 32
{}) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas
administrasi benda sitaan.
{2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat Iaporan kepada Menteri mengenai
benda sitaan,
{3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada
Kepata Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa: Agung dan Ketua Mahkamah
Agung.
Pasal 33
Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh

Menteri.




Pasal 34
(1) Pgjabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnva memakai
pakaian dinas sefagam.
{2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1) serta perfengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.
{3} Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat
dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau semjata api genggam atas izin
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

BABX

JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN

Pasal 33
(1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai deagan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan
pengadilan negeri.
{2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat wakty 3
{tiga) bulan tidak diketemukan, vang jaminan tersebut menjadi milik negara dan
- disetor ke Kas Negara.

Pasal 36
¢1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan
diri maka setelah lewat wakiu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamir
diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

{2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui
paniters pengadilan negeri.
{3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat
(1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual felang _dan hasilnya disetor ke
Kas Negara melalui panitera pengaditan negeri.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
() Sebelum penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyidik
pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3 diangkat berdalsarkan Peraturan
Pemerintah ini, penyidik dan penyidik pembantu yang ada tetap menjalankan
tugas dan wewenangnya berdasarkan pengangkatan sebelumnya.
(2) Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengangkatan dan
kepangkatan penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38
(1) Sebelum terbentuknya RUTAN berdasar Peraturan Pemerintah ini Menteri
menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN.
(2) Menteri dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai

cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).




(3) Ker;a.la cabang RUTAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberi
laporan bulanan tentang tahanan kepada Kepala RUTAN yang daerzh hukumnya
meliputi cabang RUTAN tersebut.

Pasal 39
(1) Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasar Peraturan Pemerintah ini,
penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara
Republik Indonesia, i kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri dan
fempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
(2) Pengelolaan dan biaya penyimpanan benda sitaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dan dibebankan pada masingmasing instansi yang
bersangkutan.
(3) Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan benda sitaan sebagai-mana
dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri
dalam hal ini Direkiur Jenderal Pemasyarakatan,

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Pemerintah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya
" setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, §.H.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
I UMUM
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tercantum

ketentuan yang memerslukan peratoran pelaksanaannya, misalnya :

a. Pasal 6 ayat (1) yang mengatur syarat kepangkatan bagi pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pgjabat pegawai negeri sipil tertentn yang
diberi wewenang penyidikan;

b. Pasal 10 ayat {l) yang mengabur syarat kepangkatan bagi pejabat
Kepolisian Negara. Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu
dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat

sebagai penyidik pembantu;




Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

’

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyvelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang
merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu
dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;

¢. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hbukum dan ketatanegaraan
menumt Undang-Undang Dasar Negara Repubitk Indonesia
Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 248,
Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

Dengan ...




Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia. ’

Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Talrun 1945.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim
pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan
tersebut.

6. Hakim ...
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6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah
Konstitusi. '

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah
satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang
memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-
undang.

BABII
ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2} Peradilan negara inenerapkan dan menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila.

(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan
undang-undang.

{(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. :

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan
hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

{(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak
lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali
dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya
ringan.

Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikﬁti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

(2} Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan
pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun-dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan karena - alat pembuktan yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang
yvang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan,
penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis
dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang.

Pasal 8
(1} Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut,
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak
bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan tfelah mempercleh
kekuatan huiciim tetap.

(2} Dalam: ...
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(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim
wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari
terdakwa.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atan
diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian,
rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam
undang-undang.

Pasal 10

(1) Pengadilan dilarang menclak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menmutup usaha penyelesaian perkara perdata secara
perdamaian. :

Pasal 11

(1) Pengadilan mermeriksa, mengadili, dan memutus perkara
dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim
anggota.

(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara dibantu oleh seorang panitera atau secrang yang
ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 12 ...
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Pasal 12

{1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-
undang menentukan lain.

(2) Dalam hal terdalewa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan
dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa
dihadiri terdakwa.

Pasal 13

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadiian adalah terbuka
untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2} Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan ayat (2} mengakibatkan putusan batal demi
hukum.

Pasal 14

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan
hakim yang bersifat rahasia.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis
terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai
mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib
dimmuat dalam putusan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat (3} diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 15

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk
kepentingan peradilan.

Pasal 16 ...
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Pasal 16

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan
peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu
menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus
diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer.

Pasal 17

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim
yang mengadili perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang
disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang
mengadili perkaranya.

(3) Secrang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan
apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri
meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang
hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib
mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah
bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri
dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan
langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang
diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas
permintaan pihak yang berperkara.

{6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan
tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang
bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{7) Perkara sebagalmana dimaksud pada ayat (D) dan ayat (6)
diperiksa kembali dengan snsunan majelis hakim yang
berbeda.

BABIII ...
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BAB 1II
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan coleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 19

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-
undang.

Bagian Kedua
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahny a

Pasal 20

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi
dari badan peradilan yang berada di dalam keempat
lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18.

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang -
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-
undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b dapat diambil baik berhubungan
dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun
berdasarkan permochonan langsung pada Mahkamah
Agung.

Pasal 21 ...
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Pasal 21

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan
finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan
lingkungan peradilan masing-imasing.

Pasal 22
(1} Mahkamah Agung dapat memberiketerangan, pertimbangan,
dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan
lembaga pemerintahan.

(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertizmbangan,
dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan
lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 24

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoieh
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan
dapat mengajukan peninjanan kembali kepada Mahkamah
Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang
ditentukan dalam undang-undang.

(2) Terhadap putusan peninjaunan kembali tidak dapat
dilalcukan peninjauan kembali.

Pasal 25

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan
tata usaha negara.

{2) Peradilan ...
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(2). Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang  memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama
Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4} Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan
banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak
merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas
dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding
kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 27

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah-
satu lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
undang-undang.

Pasal 28 ...
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BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan Hakim dan Haldm Konstitusi

Pasal 30

(1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan
nonkarier.

{2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama
calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata ecara pengangkatan
hakimm agung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan
ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Pasal 31

(1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung
merupakan pej abat negara yang melaksanalkan kekuasaan
kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawsh
Mahkamah Agung.

{2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan
lain.

Pasal 32

(1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang
membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu
dalam jangka waktu tertentu.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan
dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur datam undang-undang.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

b.. adil ...
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b. adil; dan
c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 34

(1) Hakim konstitusi diajukan masing—masing 3 {tiga) orang
oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga} orang oleh Presiden.

(2) Pencalenan hakim konstituasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

{3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim
Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Bagian Kedua
Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi
Pasal 36

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-
undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim
konsitusi diatur dalam undang-undang.

BABV

BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 38

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan
kehakiman.

(2} Fungsi ...
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(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penyelidikan dan penyidikan;
penuntutan;
pelaksanaan putusan;

a0 TR

permtberian jasa hukum; dan
e. penyelesaian sengketa di Inar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam
undang-undang.

BAB V1
PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI
Pasal 39

(1} Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan
pada semua badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan
oleh Mahkamah Agung.

{4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3} tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.

Pasal 40

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan
pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

(2} Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap perilaku  hakim
berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41‘
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Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau
Mahkamah Agung wajib:

a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;

b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim; dan

c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang
diperoleh.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi
Yudisial dan Mahkamah Agung.

(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-
undang. :

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial
dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk
melakukan mutasi hakim.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh
Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44

{1} Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi.

{4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan undang-undang.

BAB VII ...
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BAB VII
PEJABAT PERADILAN
Pasal 45

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya dapat diangkat panitera, sekrefaris, dan/atau jurn
sita.

Pasal 46

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
a. haldm;
b. wali;

pengampu;
advokat; dan/atau

° a0

pejabat peradilan yang lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian
panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya
diatur dalam undang-undang.

BAB VIII
JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM
Pasal 48

(1} Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan
hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman.

{5) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim
konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 ..
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Pasal 49

(1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan
tunjangan khusus.

(2} Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
BAB IX
PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 50

{1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua
serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta
bersidang.

Pasal 51

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara
pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim
dan panitera sidang.

Pasal 52

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat
untuk mempercleh informasi yang berkaitan dengan
putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(2} Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada
para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang
terkait dengan pelaksanaan putusan.

Pasal 53 ...
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Pasal 53

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim

bertanggung jawab atas penetapan dan pufusan yang
dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} harus memuat pertimbangan hukom hakim yang

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan
benar.

BABX
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 54

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidan
dilakukan oleh jaksa.

{2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdat
dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketu
pengadilan.

(3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan
nilai kemanusiaan dan keadilan.
Pasal 55

{1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X1
BANTUAN HUKUM
Pasal 56

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh

bantuan hukum.

{2) Negara ...
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(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan
vang tidak mampu.

Pasal 57

{1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan
hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam
memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat
peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentunan peraturan perundang-udangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA Di LUAR PENGADILAN
Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar
pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa.

Pasal 59

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengket
perdata di luar pengadilan yang didasarkan pad
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh par
pihak yang bersengketa.

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak.

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan

perintah ketua pengadilan negeri atas permohconan salah
satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60 ...
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Pasal 60

(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
di Imar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

(2} Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya
dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk
dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di
nar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal
59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. :

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 64
Undang-Undang ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakart
pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYCNO

Diundangkan di.Jakarta

pada tanggai 29 Okteber 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157



Nomor : 064/E.2/FH-UMJ/ 1 /2018

: Jjin Penelitian

Kepada : Yth. Kepala Pengadilan Negeri Jember

JEMBER.

Assalamu’alaikim Wr, Wb,

Jember, 30 Januari 2018

Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gé,lar Sarjana (‘Sl) pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, mahasiswa diwajibkan

membuat Penulisan Hukum dalam bentuk skripsi.

Untuk keperluan tersebut di atas, kami mohon dengan hormat mahasiswa

tersebut di bawah ini diberikan ijin penelitian, guna memperoleh data yang

diperlukan.

Adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut :
Nama : Khusnui Khotimah

Nim 114 1011 1677

Fakultas : Hukum

Judul Penelitian :

PERANAN JURU BAHASA DIDALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.,

Demikian permohonan ini, atas segala perhatian dan kerjasamanya disampaikah

terima kasih.

. Wassalamu’alaikum Wr. Wb, -

-
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